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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan
Waris Anak Angkat Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu, Sumatera Utara, ini
merupakan hasil penelitian lapangan (fie/d research) untuk menjawab pertanyaan
bagaimana pelaksanaan waris adat di desa Portibi Julu, terkhusus dalam
permasalahan anak angkat, untuk kemudian menganalisisnya melalui tinjauan
Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab klasik pemikiran para ulama.

Penelitian yang diadakan di desa Portibi Julu tersebut menggunakan teknik
pengumpulan data wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama dan tokoh
masyarakat. Data juga dikumpulkan melalui observasi di lingkungan masyarakat
desa Portibi Julu serta pengumpulan referensi berupa buku-buku dan segala sesuatu
yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif,

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan waris adat di desa
Portibi Julu mengedepankan anak laki-laki meskipun anak tersebut adalah anak
angkat (amak nanian). Anak angkat yang mayoritas adalah laki-laki akan
mendapatkan waris sebagaimana anak kandung dengan proses yang tidak berbeda
dengan proses pembagian waris anak kandung lainnya. Penetapan anak angkat
sebagai ahli waris berada saat pengangkatan anak tersebut menjadi keluarga. Bagian
waris anak angkat akan menghilangkan (4ijab) bagian waris keluarga pewaris ke
samping. Pengangkatan anak juga menghapus bagian waris anak angkat dari orang
tua kandungnya.

Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa pengangkatan anak dan
penetapan waris Adat pada masyarakat Batak di desa Portibi Julu, bertentangan
dengan ketentuan Hukum Islam yang melarang pengangkatan anak dengan maksud
mengubah nasab kekeluargaan yang berdampak pada terlarangnya anak kandung
menerima waris. Anak angkat juga tidak berhak untuk menghapus bagian waris
keluarga pewaris ke samping. Bagian waris untuk anak angkat juga tidak menghapus
bagian waris baginya dari orang tua kandung. Hal ini didasarkan pada ketentuan
dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 37 tentang peristiwa pengangkatan Zayd bin
Harisah oleh Nabi Muhammad SAW.

Namun demikian, sebagai saran, peninjauan masalah tersebut dengan faktor
sosiologis yang terdapat dalam penelitian ini, dengan melihat latar belakang
pendidikan, ekonomi, agama serta adat istiadat dan kebiasaan yang berlangsung di
desa Portibi Julu, perlu kiranya dengan menggunakan pendekatan konsep istihsan
agar tidak terjadi benturan yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan antara
agama dan adat-istiadat masyarakat setempat di desa Portibi Julu.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah wujud nyata reproduksi dan perkembangbiakan manusia melalui
jalur perkawinan. Wahbah az-Zuhayliy dalam kitabnya al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu menjelaskan bahwa salah satu filosofi legitimasi perkawinan adalah
untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan dan kelangkaan yaitu melalui
reproduksi dan perkembangbiakan.! Begitu pula dengan ‘Ali Ahmad al-Jurjawi
dalam kitabnya Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh yang menerangkan keberadaan
bumi dan segala isinya sangat berkaitan erat dengan keberadaan manusia yang
mendiami bumi tersebut. Dan keberadaan manusia itu sangat terkait dengan
perkawinan.’

Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa anak adalah pemegang
keistimewaan orang tua. Tidak ada perbedaan mengenai jenis kelamin anak tersebut.
Anak menjadi penenang saat orang tuanya hidup dan sebagai pelanjut dan penerus

keberadaan orang tua saat telah meninggal dunia. Anak akan mewarisi tindak-

! Wahbah az-Zuhayliy, al-Figh al-Islami wa Adillatubu, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),
6514

? *Ali Abmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatub, Juz 2, (Jeddah: Al-Haramaiyn, tt),
7



tanduk orang tua dan ciri-cirinya. Oleh karena itulah, Allah mengharamkan zina dan
mewajibkan kawin demi melindungi nasab sehingga tidak tercampur.?

Namun demikian, tidak semua pasangan suami istri dapat dipastikan
memiliki anak setelah lama berkeluarga. Beberapa pasangan suami istri tidak dapat
memiliki anak sehingga muncul term pengangkatan anak (adoption) yang merupakan
proses transformasi seorang anak dari orang tua kandung menuju seseorang yang
menggantikan peran orang tua kandung anak tersebut.*

Muderis Zaini mengatakan dalam bukunya Adopsi Svatu Tinjauan Dari Tiga
Sistem Hukum bahwa pengangkatan anak adalah salah satu usaha yang dilakukan
manusia yang pada umumnya tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, yaitu
benturan naluri manusiawi mengenai keinginan untuk mempunyai anak dengan
takdir Ilahi yang tidak mewujudkan keinginan tersebut.’

Muhammad Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa permasalahan anak angkat
ini telah berlaku sebelum datangnya Islam. Bahkan, setelah Islam datang, masalah
pengangkatan anak tersebut masih tersebar luas di masyarakat Arab sehingga Nabi

Muhammad sendiri mengangkat seorang anak, yaitu Zayd bin Harisah.5

* Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’ammal Hamidy,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 307

* Jenny Keating, A Child for Keeps: The History of Adaption in England, 1918-1945, (UK:
Palgrave Macmillan, 2009), 2

* Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
cetakan I, 1995), 1

¢ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, 309



Pengangkatan Zayd bin Harisah sebagai anak oleh Nabi Muhammad tersebut,
menurut Muhammad ‘Aly al-Shobuni, merupakan penyebab turunnya ayat 4-5 surat

al-Ahzab tentang hukum anak angkat dalam Islam.’
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu
saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar). Panggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.®

Begitu pula dengan ayat 37 yang berbunyi:
umdgﬁ,mwb&”@wtm fwmr”‘g.\ud,w’,
oﬁvgﬁuﬁajji;b,w.\gjgajmwofywb&utﬁjo 4 A
\731;.2 ;\!t,ﬂ :)\5} }Lj g 2. b,.a_o b‘ ('.b; L&)‘ C‘”‘ d U‘*‘,)M

7 Hal itu berlandaskan riwayat Imam Bukhori yang berasal dari Umar bin Khattab mengenai
kebiasaan para sahabat memanggil Zayd bin Harisah dengan panggilan Zayd bin Muhammad. Baca
Muhammad ‘Ali al-Shobuni, Rawai’ al-Bayan TafSirat al-Ahkam min al-Qur’an, (Jakarta: Darul
Kutub al-Islamxyyah 2001), 208.

% Departemen Agama Rl, Mushaf' Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002),
666-667



Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat
kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang
kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih
berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zayd telah mengakhiri keperluan
terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya
tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-
anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan
keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.’

Jalaluddin ‘Abdurrahman al-Suyuti dalam kitab Lubab al-Nuqul fi Asbab al-
Nuzul menguatkan pendapat di atas dengan dasar yang sama.'® Begitu pula dengan
al-Wahidi yang mengatakan bahwa ayat ini adalah tanggapan Allah SWT ketika
Nabi Muhammad SAW menikahi Zaynab bin Jahsyin yang diceraikan oleh Zayd bin
Harisah dan mendapat protes dari kaum munafiq yang mengatakan bahwa Nabi
Muhammad melakukan apa yang dilarangnya, yaitu menikahi istri yang diceraikan
oleh anaknya.'!

Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pengangkatan anak tidak
diperbolehkan dalam Islam karena akan berakibat pada pergaulan anak tersebut pada
keluarga angkat yang bukan mahram. Begitu pula dengan hak waris anak angkat
tersebut yang akan menghalangi ahli waris yang lebih berhak menurut ketentuan

ilmu faraid "

® ibid, 673-674

' Jalaluddin ‘Abdurrahman al-Suyiti~, Lubab al-Nugil fi Asbab al-Nuzi, (Makkah: al-
Mamlakah al-* Arabiyyah al-Su’udiyyah, 2004), 206

"' Abi al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naysabiri, Asbab an-Nuzil, (Dammam: Dir al-
Islah, tt), 352

2 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, 314



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Adapun perbedaan persepsi masyarakat Batak terkait dengan pengangkatan
anak dapat ditinjau melalui cara pengangkatan anak yang harus berasal dari
lingkungan keluarga dan kerabat dekat. Pengangkatan anak itu dilakukan di hadapan
dalihan na toly dan pemuka adat yang bertempat tinggal di sekeliling tempat tinggal
orang yang mengangkat anak.!’

Dalihan na folu, secara etimologi, adalah tungku yang berjumlah tiga dengan
unsurnya tiang tungku yang biasanya digunakan untuk memasak. Adapun secara
terminologi, dalihan na tolu berarti sistem kekerabatan masyarakat Batak yang
unsurnya adalah dongan sabutuba/tubu (pihak yang berasal dari satu keturunan dan
mempunyai marga yang sama), hula-hula (pihak dari keluarga wanita) dan boru
(pihak dari keluarga pria yang akan menerima keluarga baru yaitu istri anak
lelakinya). Tiga unsur yang terdapat dalam dalikan na tolu tersebut diharuskan laki-

laki.'®

Berbeda dalam penggunaan istilah dengan masyarakat Batak toba di atas,
sistem kekerabatan yang mempunyai 3 (tiga) unsur dasar yang pada masyarakat

Batak di desa portibi adalah:'®

1 Sunarmi, Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Toba (Suatu Analisis Berdasarkan
Hukum Adat), (e-USU Repository: Universitas Sumatera Utara, 2004), 2

'® Robert Siburian, Dalihan Na Tolu dan Kegiatan Ekonomi: Studi Kasus Pada Orang Batak di
Porsea, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2004), 59. Baca juga
Syahmerdan, Adat Hangoluan Mandailing T. apanuli Selatan (Medan: Pengarang, 1997), 91

* M.D Harahap, Adat Istiadat Tapanuli Selatan, (Jakarta:Grafindo Utama, 1 986),45



1)

2)

3)

Kahanggi, terdiri dari beberapa golongan yang hubungan darah antara
mereka masih dapat dibuktikan secara garis keturunan kebapaan,
Mora, merupakan keluarga pihak anak gadis yang dipinang.

Anakboru, merupakan keluarga yang mengambil anak gadis.

Perbedaan persepsi di atas tersebut dapat juga dilihat melalui pengkhususan

masyarakat Batak dalam mengangkat anak yang tertuju hanya pada anak laki-laki

dengan alasan anak laki-laki memiliki kedudukan penting dalam adat istiadat Batak

sehingga mempunyai nilai lebih dibandingkan anak perempuan. Keutamaan nilai

anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam aspek kehidupan masyarakat

Batak, seperti:?

a.

b.

Keberlangsungan marga yang hanya ditetapkan menurut garis keturunan
laki-laki.

Jika dalam keluarga masyarakat Batak belum memiliki anak laki-laki bisa
terjadi perceraian. Hal ini menyebabkan kecenderungan pihak keluarga
pria untuk menyuruh anaknya kawin lagi untuk mendapatkan keturunan
laki-laki. Apabila telah memiliki anak tetapi tidak memiliki anak laki-
laki, maka suami akan terus berusaha agar istri dapat melahirkan anak
laki-laki.

Adat Batak memutuskan bahwa jika seorang suami meninggal dunia,
maka istri tidak dapat kawin lagi begitu saja melainkan melalui proses
perceraian. Orang yang berhak menceraikan adalah anak laki-laki
kandung, anak laki-laki tiri atau cucu laki-laki. Jika keluarga tersebut
tidak memiliki anak laki-laki, maka kerabat laki-laki dari suami yang
meninggal dunia dapat bertindak sebagai orang yang menceraikan istri
tersebut.

Menurut hukum waris Batak, hanya turunan laki-laki yang berhak
mendapat warisan. Apabila pewaris laki-laki tidak ada, maka harta benda

% Ichlasiah Dalimoenthe, Status Sosial Ekonomi dan Persepsi Terhadap Nilai Anak Laki-Laki
dalam Kelvarga Batak-Mandailing di Kotamadya Medan, (Tesis Universitas Indonesia Program Pasca
Sarjana: Jakarta, 1994), 6-8



waris akan diwariskan kepada orang yang satu marga dan satu keturunan
dengan pewaris seperti bapak dari pewaris, saudara laki-laki, kakek dan
seterusnya dari garis keturunan laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan
warisan,

e. Persoalan-persoalan perkawinan dan perceraian, kematian, penyelesaian
perselisihan, kelahiran anak dan sebagainya, tidak berada dalam satu
orang tokoh, tetapi merupakan musyawarah dalam dalihan na tolu yang
juga terdiri dari lelaki/tetua adat.

f. Kepemimpinan dalam bidang pemerintahan dipegang oleh turunan tertua
dan yang berhak atas kedudukan itu adalah anak laki-laki tertua atau
yang bungsu.

Keutamaan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan di atas
menyebabkan masyarakat Batak memandang bahwa ketiadaan anak laki-laki dalam
keluarga merupakan kehidupan sengsara yang akan berlanjut di alam baka karena
keberadaan anak laki-laki berhubungan dengan keberlangsungan kekerabatan.?!

Hukum adat Batak memberikan solusi permasalahan ini dengan dua alternatif
yang dapat dipilih:

a. Beristri dua (parsidua-duaon) yaitu tradisi yang memperbolehkan seorang
pria untuk menikah dengan dua orang wanita. Hal ini diperbolehkan jika
istri pertama tidak melahirkan anak laki-laki sehingga pria menikah lagi
dengan wanita lainnya. Namun jika wanita yang dinikahinya tersebut
tidak melahirkan anak laki-laki juga, suami harus menceraikan salah satu
dari mereka untuk menikah kembali.

b. Mengangkat anak (paranakhon) yaitu pengakuan anak laki-laki keluarga

dan kerabat terdekat sebagai anak kandung dengan segala hubungan yang

' J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, 302



melekat pada amak tersebut. Paranakhon juga akan memutuskan

hubungan anak kepada orang tua kandungnya.

Penelitian ini akan memfokuskan pokok pembahasan pada permasalahan

paranakhon sebagai perbuatan hukum yang berdampak pada tiga? hal:

a. Hubungan waris yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat
memperoleh hak waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan hak
tersebut dari orang tua angkat.

b. Hubungan perwalian yang menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban
orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

c. Hubungan marga, gelar dan kedudukan adat yang menjelaskan tentang
penetapan marga, gelar dan kedudukan adat anak angkat yang bersumber

dari orang tua angkat dan tidak berasal dari orang tua kandung.

Tiga akibat hukum yang menjadi dampak dari paranakhon di atas berpotensi
menjadi sumber konflik yang subur antara hukum adat dan Hukum Islam jika dua
sistem hukum tersebut terpisah dan tidak dapat direkonsiliasikan satu sama
lainnya.” Berdasarkan keterangan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan

penelitian tentang dampak paranakhon tersebut. Penelitian ini dikhususkan terhadap

22 pada dasarnya, ada empat hal yang menjadi akibat hukum paranakhon tersebut. Satu hal
yang tidak dicantumkan adalah hubungan darah yang dipandang sulit untuk memutuskan hubungan
anak dari orang tua kandung. Baca: M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum,
(Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 21

2 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: Inis, 1998),
1
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waris anak angkat (anak nanian) untuk kemudian dianalisis menurut Hukum Islam

dan dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang terkait dengan hak waris anak angkat masyarakat
Batak adalah:

1. Ketetapan adat istiadat masyarakat Batak mengenai waris anak angkat.

2. Bagian waris anak angkat menurut adat istiadat masyarakat Batak.

3. Waktu penerimaan waris bagi anak angkat masyarakat Batak.

4. Daftar kerabat yang terhalang untuk mewarisi akibat keberadaan anak

angkat pada masyarakat Batak.

5. Daftar pihak-pihak yang terkait pembagian waris bagi anak angkat.
C. Batasan Masalah

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam hak waris anak angkat dan telah
penulis identifikasi sebagaimana tercantum di atas, dibatasi pada dua permasalahan
yang selanjutnya akan dianalisis dengan hukum Islam. Dua masalah tersebut adalah:

1. Ketetapan adat istiadat masyarakat Batak mengenai waris anak angkat.

2. Bagian waris anak angkat menurut adat istiadat masyarakat Batak.

3. Akibat dari kewarisan anak angkat
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagaimana

berikut:

1.

Bagaimana proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di desa
Portibi Julu, Sumatera Utara?
Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penetapan waris anak

angkat masyarakat Batak di desa Portibi Julu, Sumatera Utara?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan waris anak angkat, pada dasarnya, telah dibahas beberapa kali

dalam karya tulis. Penelusuran pustaka yang telah dilakukan berhasil menemukan

beberapa karya tulis yang membahas permasalahan ini, antara lain:

1.

Skripsi berjudul “Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) Terhadap Harta
Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)”
yang ditulis oleh saudara Warsono dengan menitikberatkan penelitian
pada masalah status hukum dan hak anak angkat terhadap harta
peninggalan orang tua angkat dan orang tua kandung menurut Kompilasi
Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris
Anak Angkat di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis

oleh saudara Abdul Khakam yang menitik beratkan pada proses
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penangkatan anak dan pewarisan anak angkat di Kecamatan Tulangan
Kabupaten Sidoarjo ditinjau dengan analisa hukum Islam.

. Skripsi berjudul “Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.
223/Pdt.G/2005/PA.Sda Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam
Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Diah Hastina dengan titik
berat penelitian berkisar pada tinjauan hukum Islam terhadap putusan
tersebut.

. Skripsi berjudul “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta
Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)” yang ditulis oleh saudari Evy
Khristiana dengan titik permasalahan pada penyelesaian kasus
pengangkatan amak dan pembagian harta warisan anmak angkat di
Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

. Skripsi berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan” yang ditulis oleh
saudari Shofiana dengan penekanan pada proses pengangkatan anak dan
alasan-alasan di balik pengangkatan anak tersebut.

. Skripsi berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat
(Studi Kasus di Kecamatan Pasar Kliwon)” yang ditulis oleh saudara Aly
Riza yang membahas tentang motivasi pengangkatan anak di Kecamatan

Pasar Kliwon dan pelaksanaannya serta akibat hukumnya.
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Selain menelusuri skripsi, juga dilakukan penelusuran buku dan juga artikel

jumal ilmiah yang membahas tentang anak angkat dan hak warisnya dan

mendapatkan salah satu artikel jurnal ilmiah elektronik dari Universitas Sumatera

Utara sebagaimana berikut:

“Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Toba (Suatu Analisis
Berdasarkan Hukum Adat)” yang ditulis oleh saudari Sunarmi yang
menitikberatkan peneclitian pada masalah asas-asas pengangkatan anak
dan dampak hukumnya secara keseluruhan dan dianalisis dengan hukum

adat.

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait hak waris anak

angkat yang bersumber dari hukum adat, penelitian ini memiliki perbedaan berupa:

1.

Lokasi dan objek penelitian di desa Portibi Julu kecamatan Portibi
kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara dengan masyarakat yang
masih berpegang teguh pada adat-adat yang berlaku sejak dahulu.

Sumber penelitian dengan pendekatan lapangan terhadap masyarakat
yang melakukan pengangkatan anak dan para tokoh adat dan tokoh
agama yang berada di desa Portibi Julu kecamatan Portibi kabupaten
Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

Kekhususan yang terdapat pada masyarakat Batak di Desa Portibi Julu

mengenai persepsi anak angkat, yaitu hanya laki-laki, yang berbeda



14

dengan persepsi masyarakat secara umum, yang merupakan laki-laki dan
perempuan.
F. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan di dalam rumusan masalah sekaligus menggambarkan hasil penelitian
yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:
1. Mendeskripsikan proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak
di desa Portibi Julu, Sumatera Utara.
2. Menganalisis proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di
desa Portibi Julu, Sumatera Utara dengan tinjauan hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang—kufangnya

untuk dua hal:

1) Aspek teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dasar
untuk menyusun pembaharuan dalam hasil penelitian-penelitian hukum adat
sehingga tidak mengalami kebekuan.

2) Aspek praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi masyarakat Batak, tokoh adat maupun tokoh agama di
Desa Portibi Julu dalam penetapan bagian waris kepada anak angkat dengan

sistem hukum adat atau hukum Islam.
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H. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kata-kata
kunci dalam judul skripsi dan memberikan batasan dalam penulisan agar
pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata yang merupakan kata kunci dalam judul
skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut:

Hukum Islam : Adalah hasil daya upaya para figoha® dalam
merumuskan peraturan-peraturan yang mengatur
peralihan hak orang yang meninggal dunia kepada ahli
waris dengan ketentuan berdasarkan wahyu Ilahi yang
terdapat dalam al-Quran, hadis dan jjma’ulama, dalam
istilah Arab disebut s/mu faraid. Dalam penelitian ini,
dapat digolongkan pula sebagai hukum Islam adalah
Kompilasi Hukum Islam.

Proses Penetapan Waris : Adalah beberapa ketentuan hukum Adat
masyarakat Batak yang mengatur tentang pengalihan
harta dari pewaris kepada ahli waris serta bagian waris
yang dapat digunakan oleh seorang ahli waris tanpa ada
pengaruh atau tekanan dari ahli waris lainnya. Hukum
Adat tersebut berlaku pada masyarakat adat Batak
yang bertempat tinggal di desa Portibi Julu, Sumatera

Utara.
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Anak Angkat : Adalah anak angkat laki-laki. Dalam masyarakat

Batak tidak dikenal anak angkat perempuan.

Masyarakat Batak : Adalah masyakat Batak yang beragama Islam dan

tinggal di desa Portibi Julu, Sumatera Utara

Definisi operasional di atas memberi pemahaman bahwa persoalan dalam

penelitian ini berkaitan dengan aturan hukum adat Batak yang berlaku pada

masyarakat Portibi Julu, Sumatera Utara, mengenai proses pengalihan harta waris

orang tua angkat kepada anak angkat dan juga bagian waris yang dapat

dipergunakan oleh anak angkat tersebut. Penulisan Definisi operasional di atas juga

diharapkan mampu membatasi penelitian dalam analisis permasalahan itu dengan

hukum Islam yang berlaku di dalam pandangan masyarakat Indonesia.

I. Metode Penelitian

1.

Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah fie/d research (penelitian lapangan) yaitu
penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Penelitian dilakukan di desa
Portibi Julu kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera

Utara.



17

. Data yang dihimpun berupa:

a.

Data mengenai pengangkatan anak menurut adat Batak di desa Portibi
Julu dan pendapat atau pandangan tokoh adat terhadap status anak
angkat dalam mewarisi di desa Portibi Julu

Hukum Islam yang berkaitan tentang hak waris anak angkat, baik dari al-

Qur’an, hadis dan kitab-kitab fikih

. Sumber data yang berhasil saya peroleh berupa: _

a.

Sumber data primer diperoleh ~]angsung dari lapangan berupa hasil

wawancara, observasi dan referensi dari para informan.

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau

berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

1) J.C Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba,
(Yogyakarta: LKiS, Cetakan I 2004)

2) Muderis Zaini, Adopsi Suatu _Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,
(Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan III 1995)

3) Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PTTC’tkra Aditya
Bakti, 1990)

4) M. Anwar, Hukum Waris dalam Islam dan masalah-masalahnya,
Surabaya: al-Ikhlas, 1981

5) Fathurrahman, //mu waris, Bandung: PT al-Ma’arif

6) Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana: Jakarta, 2004
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7) M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang,
1996

8) A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam
Transformatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997)

9) Ter Haar B, penerjemah K. Ng. Soebakti Proesponoto Asas-Asas dan
Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber

data di atas dilakukan dengan teknik:

a) Wawancara
Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau komunikasi langsung
antara peneliti dan pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang
berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh
gambaran tentang pelaksanaan waris adat anak angkat di desa Portibi

Julu Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

b) Observasi
Obsevasi yaitu suatu cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Bertujuan

untuk mengetahui dan mengecek kebenaran jawaban para informan
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tantang pelaksanaan waris adat anak angkat di desa Portibi Julu

Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

c) Dokumentasi
Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang
berkaitan dengan judul penelitian. Bertujuan untuk menganalisis
pelaksanaan waris adat anak angkat di desa Portibi Julu Kabupaten

Padang Lawas, Sumatera Utara menurut hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data
Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis
menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir
deduktif. Yaitu menggambarkan pelaksanaan waris adat anak angkat yang
kemudian dianalisis dengan ketentuan kewarisan Islam, terdapat dalam al-

Quran, hadis dan pendapat ulama untuk menilzai fakta di lapangan.
J. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan

menjadi lima BAB yang kemudian dibagi menjadi sub, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
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penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Konsep Kewarisan Islam yang terdiri dari dasar-dasar hukum
kewarisan Islam, syarat, rukun serta penghalangnya untuk kemudian
membahas permasalahan kewarisan anak angkat dalam pandangan para
fugoha’.

Bab ketiga Pembahasan mengenai waris anak angkat dalam masyarakat
Batak di Desa Portibi Julu. Terdiri dari alasan pengangkatan anak, tata cara
pengangkatan anak, status anak setelah di angkat hingga proses penetapan
anak angkat dalam mewarisi.

Bab keempat Analisis hukum Islam terhadap waris anak angkat. Terdiri dari
analisis hukum Islam terhadap pemberian waris kepada anak angkat dengan
mengesampingkan waris anak kandung perempuan.

Bab kelima Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kewarisan sebagai segala hal
yang berhubungan dengan waris atau warisan. Di awali dengan awalan ke- dan
diakhiri dengan akhiran -an. Warisan yang dimaksud dalam pengertian tersebut
adalah segala sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik atau harta pusaka.'
Muhammad ‘Ali As-Shabuni memberi pengertian waris sebagai
berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada

kaum lainnya. Hal tersebut didasari dari asal kata waris itu sendiri yaitu bahasa arab

yang berbunyi <;» yang merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata & y—2).

Secara leksikal, ia memberikan pengertian waris sebagai berpindahnya hak
kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik
yang ditinggal itu berupa uang, harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik

legal secara syar’i.

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. V (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), 2732

? Mubammad ‘Ali As-Shabuni, Zmy Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Bandung,
Diponegoro, 1995), 32

21
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Ada beberapa istilah yang sering ditemukan dalam literatur hukum Islam

mengenai waris seperti _ailp, & )lss/ lne dalam literatur yang berbahasa Arab dan

warisan, pusaka dalam literatur yang berbahasa Indonesia. Untuk literatur yang
berbahasa Inggris, istilah yang sering mengemuka adalah inkeritance.

Wahbah Az-Zuhailiy menjelaskan bahwa definisi dari warisan adalah segala
sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang
ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang
telah ditentukan oleh syariat.’

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa waris adalah bagian. Hal ini
karena waris tersebut memiliki arti yang sama dengan faraid yang merupakan bentuk
jamak dari faridah dan diambil dari kata fardu yang berarti bagian.*

Muhammad °‘Ali As-Shabuni mengatakan bahwa pengertian waris tidak
terbatas pada hal yang bersifat material seperti harta kekayaan, rumah, kendaraan
tetapi juga hal-hal yang bersifat non-materi’ sebagaimana terdapat dalam ayat 16

surat an-Naml:

PETTER of % s
:jb U\.L.:l:ﬂ )99

3 Wahbah az-Zuhayliy, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),
7697

4 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1003.

 Muhammad ‘Ali As-Shabuni, Jimu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Bandung,
Diponegoro, 1995), 33
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Artinya : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud,”®

Begitu pula dengan surat al-Qosos ayat 58:

Gl 2 G5
Artinya: ...dan Kami adalah Pewaris(nya).’

Istilah lain yang sering digunakan dalam permasalahan waris adalah S,

Namun, penelitian ini tidak menggunakan istilah tersebut karena bermakna seluruh
harta pewaris sebelum diambil biaya perawatan, penyelenggaraan jenazah,
penunaian hutang dan wasiat. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa harta
peninggalan masih bercampur dengan hak orang lain.® Sedangkan penelitian ini
bermaksud untuk mengkaji harta yang tidak lagi bercampur dengan hak orang lain.
B. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum Islam adalah nas atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan

hadis. Ayat-ayat al-Qur'an yang langsung mengatur kewarisan sebagai berikut:

a. QS. an-Nisa’: 7 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama
berhak mendapat warisan. Laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta

warisan dari orang tua dan kerabatnya.’

6 Departemen Agama, Mushaf al-Qur’an, 378

” Ibid., 619

® Sukris Sarmadi, Transeadensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), 37

? Departemen Agama, Mushaf al-Qur’an, 78
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b. QS. an-Nisa’: 11 mengatur tiga bagian anak yaitu 2:1 jika ada anak laki-laki
dan perempuan secara bersamaan, 2/3 bagi dua anak perempuan atau lebih,
dan % jika seorang diri. Kemudian bagian ibu dan bapak yang mendapat 1/6
jika ada anak pewaris, Ibu mendapat 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan
anak, dan jika ibu bersama saudara pewaris ibu mendapat 1/6 warisan.
Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.'

c¢. QS. an-Nisa’: 12 mengatur bagian duda yaitu % jika tidak meninggalkan
anak, dan ' jika meninggalkan anak. Bagian janda yaitu % jika tidak
meninggalkan anak dan 1/8 jika meninggalkan anak. Perolehan saudara dalam
hal kalalah yaitu mendapatkan 1/6 jika saudara seibu dan seorang diri dan
mendapat 1/3 jika lebih dari seorang. Kemudian menjelaskan tentang wasiat
dan hutang.'!

d. QS. an-Nisa’: 176 menerangkan mengenai arti kalalah, dan mengatur
mengenai perolehan saudara dalam hal ka/a/ah."?

Hadis Nabi yang langsung mengatur kewarisan yaitu:

5 il i 8y 36 oo 5 ol o (B s il g e o

(e 85) 555 985 35V 545 o

' Ibid., 78

" Ibid., 79

2 Ibid., 106

** Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Fikri, tt) 560
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Artinya: ‘“Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang
berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan
laki-laki yang terdekat.”

) i s Y ol i 0555 4 I d gy S cAs 6 b s 22

Ju s Y o NERT, S FIEe (PR EA RS I L ISCORE I SV

C[_

e oo 5aledn o Jpg aas 5 bl &1 EHD A5 3 Ll J6
5 aad 5395 54 diy G 545 oo g oahn gl el 5 et e Lt G

"(.l.a‘l _, U u.a‘O

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata : Janda Sa’ad datang kepada
Rasululah SAW, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia
berkata : “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang
telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman
mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak
memberikan apa-apa untuk mereka. Dan mereka tidak dapat
kawin tanpa harta. Nabi berkata “Allah akan menetapkan hukum
dalam kejadian ini”’ kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan.
Nabi memanggil si paman dan berkata “berikan dua pertiga
untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan
selebihnya untuk kamu.”

C. Unsur-Unsur Kewarisan

Dalam pelaksanaan waris unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

1. Pewaris (al-muwarris). Y aitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan
harta yang beralih kepada ahli waris."’ Baik meninggal dunia secara de facto

maupun de jure yang dinyatakan oleh putusan hakim.

' Ibnu Majah,al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid al-Qazwainiy, Sunan Jbnu Mzjah,
juz I, (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, 275 H), 908
' Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana,2004), 204
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2. Harta peninggalan (a/-tirkah), secara etimologi segala sesuatu yang
ditinggalkan. Menurut Hanafiyah harta warisan adalah segala sesuatu yang
ditinggal pewaris berupa harta benda dan hak.'® Hak-hak yang bersangkutan
dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah :

a. Biaya perawatan jenazah (fafhiz) yaitu segala beban biaya yang
digunakan merawat jenazah, mulai dari saat meninggal sampai selesai
penguburan. Biaya perawatan jenazah diambil dari harta peninggalan
orang yang meninggal menurut ukuran yang wajar, tidak berlebihan dan
tidak kurang. Sebab jika berlebihan akan mengurangi hak pewaris, dan
jika sangat kurang mengurangi hak si mati.

b. Hutang (al-daiyn) yaitu suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai
imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah
yang belum ditunaikan. Hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalan
pewaris. Hutang dapat diklasipikasikan pada 2 macam, yaitu daiynullah
yaitu kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan misal membayar
zakat, kafarat. Menurut Ibnu Hazm dan Syafi’iyah, hutang ini harus
didahulukan dari hutang lain, kemudian daiyn al-‘ibad yaitu segala
hutang kepada manusia.'’

c. Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela kepada

orang lain ditangguhkan sampai terjadi peristiwa kematian orang yang

' Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1004
'7 Fatchur Rahman, Zimu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1971), 49
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berwasiat. Sesuatu itu berupa barang atau mamfaat. Dasar hukum

wasiat, firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 11:

POV (30T 35 ot Bns A5 2

Artinya: “(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”

3. Ahli waris (waris) yaitu orang yang berhak atas harta warisan pewaris
disebabkan perkawinan, kekerabatan, atau memerdekaan. Selain itu, ahli
waris telah memenuhi syarat-sarat yang tersebut di atas. Adapun rincian ahli
waris berdasarkan jenis kelamin, menurut golongan AhA/u Sunnah, sebagai
berikut.' Ahli waris golongan laki-laki : Anak, cucu, ayah, kakek, saudara
kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak
laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman
kandung, anak paman seayah, suami, orang yang memerdekakan dengan hak
Wala’. Ahli waris golongan perempuan: anak, cucu, ibu, ibu dari ibu, ibu dari
ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara
perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan dengan hak

Wala’.

'® Departemen Agama, Mushaf al-Qur’an, 78
' Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 221
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D. Sebab-Sebab Mewarisi
Semua Ulama?®® sepakat bahwa sebab mewarisi ada tiga, yaitu:
1. Ikatan Perkawinan (an-Nikah)
Fatchur Rahman, dalam bukunya IImu Waris, mengatakan bahwa perkawinan
yang sah menurut syari’at Islam adalah ikatan yang kuat untuk
mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan dalam yang abadi, yaitu
ketika dua belah pihak menjadi teman hidup bagi yang lain dan pembantu
dalam memikul beban hidup secara bersama.?!
Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan
yang dilakukan menurut hukum Islam? yaitu akad yang kuat (mitsaqon
gholidzo) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.® Perkawinan tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954.%
‘Abdul ‘Aziz Muhammad Sulayman, dalam kitab a/-Kunuz al-Maliyah fi al-
Faraidh al-Jilliyah, menjelaskan bahwa suami dapat mewarisi istrinya atau

istri dapat mewarisi suaminya jika pemikahan tersebut dilakukan dengan

akad yang sah menurut syari’at, baik pasangan suami istri itu sudah dukhu/

% Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat Madzhab,
terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2001), 321

2! Fatchur Rahman, Jimu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1971), 113

* Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam

% Ibid., pasal 2

? Ibid., pasal 5 ayat (1) dan (2)
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atau belum.” Suami maupun istri tidak dapat saling mewarisi jika pernikahan

yang mereka lakukan tersebut fasid?® atau batal®’.
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menambahkan bahwa seorang
suami dan istri dapat saling mewarisi jika ikatan perkawinan tersebut ada
secara de facto dan de jure®® Perkawinan de facto adalah perkawinan yang
dilakukan secara sah dan kedua suami istri masih hidup, sedangkan
perkawinan de jure adalah perkawinan yang dilakukan secara sah tetapi salah
satu di antara suami dan istri telah meninggal dunia.

2. Kekerabatan (an-Nasb)
Muhammad Jawad Mughniyyah berpendapat bahwa kekerabatan adalah
hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam
satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas, atau anak ke bawah,

maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga, yaitu saudara-saudara

dan paman dari ayah atau ibu.?’

* Abdul Aziz Muhammad Sulaiman, A/-Kunuz al-Maliyah fi al-Faraidh al-Jaliyah, (Riyadh:
Al-Maktabah, tt), 9

* Pernikahan fasid (an-Nikah al-Fasid) adalah perikahan yang tidak memenuhi syarat. Baca
Abdul Aziz Muhammad Sulaiman, a/-Kunuz al-Maliyah fi al-Faraidh al-Jillivah, (Riyadh: Al-
Maktabah, tt), 9

%7 pernikahan batal (an-Nikah al-Bathil) adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun. Baca
Abdul Aziz Muhammad Sulaiman, a/-Kunuz al-Maliyah i al-Faraidh al-Jilliyah, (Riyadh: Al-
Maktabah, tt), 9

2 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999), 30

* Muhammad Jawad Mughniyyah, Figih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad,
Idrus alkaf, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 540
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Kekerabatan adalah penyebab pokok kewarisan.® Hal ini disebabkan oleh

ikatan yang sangat kuat antara pewaris dan ahli waris. Jika perkawinan dapat

putus melalui perceraian, maka kekerabatan tidak dapat putus dengan cara

apapun.

Wahbah az-Zuhayliy mengelompokkan ahli waris menurut hubungan nasab

antara pewaris dan ahli waris menjadi empat golongan:*'

a. Bunuwah yaitu anak turunan (cabang) yakni anak dan cucu

b. Ubuwah, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris,
yakni ayah dan ibu sampai ke atas

c. Ukhuwah yaitu kerabat mayyit yang merupakan anak turunan (cabang)
dari leluhur (pokok) seperti saudara laki-laki, saudara perempuan dan
anak-anaknya.

d. ‘Umumahyaitu paman dan keturunannya.
Muhammad Syahat Jundy, dalam kitab al-Mirats fi al-Syari’at al-
Islamiyah, mengelompokkan kekerabatan menurut cara memperoleh
waris menjadi tiga golongan:*

e Ashabul Furudyaitu mereka yang memperoleh bagian waris sebagaimana
telah ditetapkan dalam syari’at Islam seperti %, 1/3, %, atau 1/6. Ada 10

kerabat yang termasuk dalam kelompok ini. 7 kerabat dari pihak

3 Muhammad Syahat Jundy, a/-Mirats £§ al-Syari’at al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fik, tt), 61

' Wahbah az-Zuhayliy, al-Figh al-Islami wa Adillatubu Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),
7703

’2 Muhammad Syahat Jundy, a/-Mirats f§ al-Syari’at al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 62
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perempuan yaitu nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-

laki, saudari kandung, saudari seayah dan seibu, dan ibu. 3 kerabat

lainnya berasal dari pihak laki-laki yaitu ayah, kakek dan saudara seibu.

o ‘Ashobah yaitu mereka yang memperoleh harta warisan setelah
pembagian melalui jalur ashabul furud yang terdiri dari anak laki-laki dan
kerabat yang berasal dari jalan ayah.*?

» Keturunan (cabang) pewaris: anak laki-laki dan cucu laki-laki dari
anak laki-laki hingga seterusnya ke bawah.

» Leluhur (pokok) pewaris: ayah dan kakek dari jalur ayah hingga
seterusnya ke atas.

»> Keturunan dari ayah pewaris: saudara kandung dan saudara seayah
beserta keturunan mereka dari pihak laki-laki hingga seterusnya ke
bawah.

» Keturunan dari kakek pewaris: paman kandung dan paman seayah
beserta keturunan mereka dari pihak laki-laki hingga seterusnya ke
bawah.

Dengan demikian, maka kemungkinan bagian yang mereka peroleh

adalah sebagai berikut:

a. Mendapat seluruh bagian jika seorang diri dan tidak ada

ashabul furud yang mewarisi harta waris.

¥ Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1612
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b. Mendapat sisa bagian harta waris setelah dibagikan kepada
para ashabul furud.

c. Tidak mendapatkan waris jika harta waris yang telah
dibagikan kepada ashabul firudtelah habis.

o Zawil Arham yaitu kerabat yang tidak termasuk dalam golongan ashabul
furud dan juga ‘ashobah dan tidak mempunyai bagian yang telah ditetapkan
oleh syari’at seperti paman dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur
ayah, anak perempuan bibi dari jalur ayah, cucu laki-laki dari anak
perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki saudari,
anak perempuan saudara dan kakek dari jalur ibu.

3. Perwalian (Wala’)

Wala’, oleh syari’at, digunakan untuk memberi pengertian®*:

a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.
(wala’ al-ataqah)

b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian
tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan yang lain.
(wala’ muwalah)

Namun, yang menjadi penyebab waris adalah wala’ al-atagah. Wala’

muwalah tidak menjadi penyebab waris.*’

** Fatchur Rahman, JImu Waris, 121
% Ibid., 121-122
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Wahbah az-Zuhayliy menjelaskan bahwa tuan berhak mendapatkan harta
warisan dari budak yang dimerdekakannya, baik secara langsung, bertahap,
atau syara’ seperti memerdekakan orang tua dan anaknya. Wala’ sama
dengan nasab. Nasab meupakan faktor yang menyebabkan hak waris, begitu
pula wala’ 3¢
E. Penghalang Mewarisi

Sayyid Sabiq memberikan pengertian penghalang waris sebagai segala
sesuatu yang menyebabkan seseorang dilarang untuk mewarisi walaupun memiliki
salah satu sebab mewarisi.”’

Para ulama madzhab sepakat®® bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan,
yaitu:

a. Perbedaan Agama (ikhtilaf al-din)
Perbedaan agama terjadi apabila agama pewaris berbeda dengan agama ahli
waris.> Jumhur ulama telah sepakat dan menetapkan bahwa orang kafir tidak

berhak mendapat warisan muslim, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan

hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

% Wahbah az-Zuhayliy, Figih Imam Syafi’i, juz 3, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz,
(Jakarta: al-Mahira, 2010), 81

*7 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1005

*® Muhammad Jawad Mughniyyah, Figih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad,
Idrus alkaf, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 541

39 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999), 43
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Artinya:  ‘“Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid R.A bahwa Nabi

Muhammad SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang
kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”

Berbeda dengan kesepakatan jumhur ulama, Mu’adz bin Jabal berpendapat
bahwa seorang muslim dapat menerima waris dari non-muslim dengan alasan
bahwa seorang muslim dapat menikahi perempuan non-muslim tetapi tidak
diperbolehkan untuk menikahkan muslimah dengan lelaki non-muslim.*!

b. Pembunuhan (a/-Qatl)
Jumhur Ulama sepakat*? bahwa pembunuh tidak dapat menerima warisan
dari orang yang dibunuhnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad

SAW:

% 2 .

Tl o) Sp Y P 36 clog B b o D e gk i s

Artinya:  “Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda
pembunuh tidak boleh mewarisi.” (HR: Abu Daud dan Ibnu
Majah)

“ Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sajastamiy, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr,
1994), 15

* Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid Juz 2, (Indonesia: Maktabah Dar
al-Thya al-Kutub al-Arabiyah, tt), 264

* Syaikh al-*Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasygi, Figih Empat Madzhab,
terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2001), 321 )

® Tirmizi, Abi ‘Isa Muhammad, Jami’al-Shaheh Sunan al-Tirmiz, juz IV, (Beirut: Dir a-
Kutub al-‘Ilmiyah, 295 H), 370
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e Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak
kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk
mendapatkan nikmat.

c. Perbudakan

Muhammad Syahat Jundy menjelaskan bahwa seorang budak tidak dapat

menerima warisan dari seluruh keluarganya, dan juga tidak dapat mewariskan

harta kepada ahli waris selama masih berstatus hamba karena ia telah
kehilangan hak milik atas dirinya sendiri.*’

Pendapat tersebut didasari oleh firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat

75:

(Yo).... ?Cf‘,:' 6&5,&33 Y L@ti e, ..

Artinya : “Seorang hamba sahaya (budak) tidak dapat bertindak terhadap
sesuatu,”*

Dalam kewarisan Islam ada istilah hijab yaitu terhalang ahli waris mewarisi
seluruhnya atau sebagian harta karena ada oraﬁg yang lebih utama dari pada
dirinya dalam mewarisi. Hijab dibagi 2 yaitu:*

1) Hijab Airman adalah terhalang dari seluruh warisan karena ada orang yang

lebih layak untuk mewarisi, seperti terhijabnya kakek dengan ada bapak.

*" Muhammad Syahat Jundy, al-Mirats £f al-Syari’at al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 74
* Departemen Agama, Mushaf al-Qur’an, 275
** as-Saiyd Abi Bakar, I"anah af-Talibin, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 232
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2) Hijab nugsan adalah berkurang bagian dari harta warisan karena adanya
orang yang lebih dekat dengan pewaris, seperti bagian ibu dari 1/3
menjadi 1/6 karena adanya keturunan pewaris.

F. Syarat Mewarisi
Kewarisan menyebabkan terjadi peralihan hak kepemilikan. oleh karena itu

saat terjadi kewarisan harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mati pewaris
Kewarisan terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Dalam arti, jika pewaris
masih hidup tidak ada proses waris mewarisi. Apabila seorang masih hidup

dan terjadi pengalihan harta kepada ahli waris, dikategorikan hibah.

Harta pewaris tidak boleh dibagi kepada ahli waris sebelum diketahui bahwa
pewaris benar-benar meninggal atau telah diputus hakim tentang kematian

tersebut. Kematian pewaris dibedakan kepada 3 macam:*>

a. Mati hagigiy, ialah hilang nyawa orang yang pada awalnya nyawa itu
masih ada. Kematian tersebut dapat disaksikan oleh pancaindra atau alat
bukti, misal kematian orang sakit disaksikan keluarga.

b. Mati hukmiy, ialah suatu kematian seseorang didasarkan keputusan

hakim. Kematian berdasarkan putusan hakim dapat terjadi pada orang

% Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, Ahkim Al-Mawiris £ al-Syari’t Islamiyah ‘Ald
Mazahib al-Arba 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-*Arabiy, 1984), 13-14
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yang ada dalam dua kemungkinan hidup atau mati, misal mafgud yaitu
orang yang tidak diketahui keberadaannya.

. Mati fagdiriy, suatu kematian yang bukan hukmiy dan bukan hagigiy,
tetapi berdasarkan dugaan keras, misal kelahiran anak setelah seorang
ibu meminum racun.

2. Hidup ahli waris saat kematian pewaris

Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar berhak menerima warisan.

Hidup ahli waris saat kematian pewaris berlaku meskipun hidup ahli waris

hanya secara hukum, misal anak dalam kandungan. Maka bagian anak dalam

kandungan ditangguhkan sampai lahir dan benar-benar hidup.

3. Mengetahui posisi dalam mewarisi
Mengetahui posisi dalam mewarisi seperti sebab mendapat warisan
perkawinan atau kekerabatan. Hal ini untuk mempermudah menetapkan

bagian masing-masing ahli waris.

4. Tidak ada penghalang mewarisi, sebagaimana tersebut diatas.
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G. Kewarisan Anak Angkat Dalam Islam
a. Pengertian Anak Angkat

Dalam mengemukakan berbagai pengertian anak angkat, beberapa pakar

mendefinisikan dengan cara yang berbeda, antara lain:

* Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh
orang tua angkat dengan resmi menurut hukum setempat, dikarenakan
tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas
kekayaan rumah tangga.’!

* Anak angkat adalah anak orang lain yang memiliki hukum kekeluargaan
yang sama seperti orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.*?

Dalam bahasa Arab, menurut Adrianus Khatib dan Kurnial Ilahi, istilah yang

dijumpai ada dua’’:

* Tabanny yaitu proses pengambilan anak orang lain sebagai anak kandung
sendiri dengan pemberlakuan hukum-hukum yang berlaku atas anak
kandung sendiri.

* Lugatayaitu proses pengambilan anak yang ditemukan di jalan atau tidak
diketahui keturunannya untuk diperlakukan sebagaimana anak kandung

sendiri.

*! Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni, 1980), 202
%2 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
cetakan III, 1995), 5

%3 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 142-178
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Perbedaan antara dua istilah di atas adalah bahwa tabanny adalah proses
pengambilan anak yang keluarga kandungnya diketahui dengan jelas, sedangkan
lugata adalah pengambilan anak yang keluarga kandungnya tidak jelas diketahui.
Perbedaan di atas, berdampak pada pola pengasuhan yang berlaku. Tabanny, akibat
proses pengambilannya dilakukan sepengetahuan keluarga kandung, cenderung
berakibat pada putusnya hubungan si anak dengan keluarganya. Sedangkan fugata
tidak memutuskan hubungan.> -

Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Islam hanya mengakui
bentuk pengangkatan anak sebagaimana diistilahkan oleh Jugata dengan arti
mendidik dan memelihara, tanpa adanya dampak nasab, kewarisan dan juga
perwalian.”

b. Penyebab Pengangkatan Anak
Muderis Zaini, dalam bukunya Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem

Hukum, menjelaskan bahwa latar belakang pengangkatan anak bermotifkan antara

56

lain™:

Karena tidak mempunyai anak

o Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak
tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.

e Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan si anak tidak
mempunyai orang tua (yatim piatu)

¢ Untuk mempererat hubungan kekeluargaan

* ibid, 159

5 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’ammal Hamidy,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 314

% Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
cetakan III, 1995), 15
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e Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat
mempunyai anak kandung
Untuk menambah tenaga dalam keluarga
Untuk menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai keturunan
¢. Hukum Mengangkat Anak

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang mengakibatkan
terputusnya nasab si anak dari keluarga kandung dan berpindah kepada keluarga
angkatnya tidak dibenarkan dalam Islam.>’

Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut adalah pemalsuan terhadap realita
yaitu pemalsuan yang menjadikan seorang yang asing dalam keluarga menjadi begitu
bebas dalam bergaul dengan keluarga baru yang bukan mahramnya. Anak angkat
laki-laki, misalnya, dapat bergaul bebas dengan saudara perempuan angkatnya atau
pun ibunya tanpa ada batasan mengenai mahram, begitu pula sebaliknya.*®

Dalam hal pengangkatan anak, yang diakui dalam Islam adalah dalam
pengertian mendidik dan memelihara saja, bukan pergantian nasab, perwalian bahkan
kewarisan sebagaimana pengertian lugatha.

Begitu pula halnya dengan Imam Syafi’i yang menjelaskan bahwa perbedaan
hukum antara tabanny yang berdampak pada putusnya hubungan nasab dengan

keluarga kandung dan /fugata yang tidak berdampak demikian adalah antara haram

dan fardhu kifayah.>

*" Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’ammal Hamidy,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 309

% ibid, 310

* Wahbah az-Zuhayliy, Figih Imam Syafi’ juz 2, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz,
(Jakarta: al-Mahira, 2010), 415
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d. Waris Anak Angkat dalam Islam

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hukum pengangkatan anak yang
berakibat pada terputusnya nasab terhadap keluarga kandung dan tersambungnya
nasab terhadap keluarga angkat, maka demikian pula hukum yang berlaku pada waris
anak angkat. Islam tidak memberikan bagian waris pada anak angkat dikarenakan
tidak memenuhi syarat mewarisi yaitu kekerabatan atau nasab.®

Majelis Ulama Indonesia, melalui surat No. U-335/MUI/'VI/1982, juga
menetapkan bahwa pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak
kekeluargaan yang biasa dicapai dengan keturunan seperti hak waris ataupun mewali.
Ayah dan ibu angkat jika memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah
dilakukan pada masa masih hidup dan terhitung sebagai hibah biasa.®'

Namun demikian, anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah dari orang
tuanya melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam yang
tertuang dalam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi bahwa anak angkat memperoleh

wasiat wajibah dari orang tua angkatnya paling banyak 1/3 bagian.2

60 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’ammal Hamidy,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 310

¢! Majelis Ulama Indonesia, Surat No. U-335/MUL/V1/1982

52 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (2)



BAB I
WARIS ANAK ANGKAT MASYARAKAT BATAK DI DESA

PORTIBI JULU, SUMATERA UTARA

A. Gambaran Desa Portibi Julu dan Penduduknya

Desa Portibi Julu merupakan salah satu desa yang termasuk di dalam wilayah
kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Portibi Julu berjarak + 25 dari Kecamatan Gunung Tua yang menjadi ibu kota
Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa yang berada di 1, 24°, 30°* bagian utara dan
99, 42°, 26> bagian barat ini termasuk daerah yang berada di sekitar wilayah
pemekaran daerah Tapanuli Selatan yang menjadi Kabupaten Padang Lawas Utara
sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007."

Terdiri dari tiga dusun, yaitu huta lama, huta tonga dan mompang, portibi
julu mempunyai luas + 400 hektar. Dipenuhi oleh perkebunan masyarakat yang
terdiri dari sawit, karet, jati dan lain sebagainya, daerah Portibi Julu juga diisi oleh
beberapa hektar sawah yang luasnya semakin sedikit seiring minimnya pendapatan
yang dihasilkan oleh sawah ketimbang perkebunan sawit, karet, jati dan tanaman

lainnya.

! -Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang
Lawas, Sumatera Utara.

43
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Mayoritas penduduk bermarga Harahap, Lubis, Nasution, Siregar dan
Hasibuan. Hanya sebagian kecil saja masyarakat pendatang yang tinggal di daerah
ini. Oleh karena itu, adat istiadat di daerah ini masih sangat kental dan digunakan

dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti marbagas (perkawinan).

1. Letak Geografis
Desa Portibi Julu merupakan salah satu desa yang berada di dalam
kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.
Mempunyai luas sekitar + 400 hektar, desa ini menghubungkan antara kabupaten
Hajoran dan Barumun dengan lintasan Jalan Lintas Sumatera yang berada di tengah-
tengah desa. Jalan Lintas Sumatera itu juga yang menjadikan Desa Portibi Julu
menjadi desa yang menghubungkan daerah Gunung Tua, ibu kota kabupaten Padang
Lawas Utara dengan daerah lainnya seperti Sibuhuan dan Sosa bahkan ke Provinsi
Riau.
Secara terperinci, Desa Portibi Julu di empat arah mata anginnya berbatasan
dengan’:
a. Desa Padang Hasior dari Kecamatan Barumun Tengah menempati
posisi pembatas desa Portibi Julu di bagian selatan
b. Desa Hajoran dari Kecamatan Padang Bolak menempati posisi

pembatas desa Portibi Julu di bagian utara.

2 Matrik desa Portibi Julu 2010



45

c. Desa Gunung Tua dari kecamatan Padang Bolak menempati posisi
pembatas desa Portibi Julu di bagian barat.
d. Desa Portibi Jae dari Kecamatan Portibi menempati posisi pembatas

desa Portibi Julu di bagian timur.

2. Kondisi Demografis

Desa Portibi Julu ditempati masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah
penduduk yang menempati daerah Bahal, daerah pusat kerajaan Rajendra Cola saat
memberontak pada pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang memasang pajak tinggi
pada setiap pelayar yang melewati Selat Malaka. Raja yang berasal dari Tamil India
tersebut akhirnya mendirikan kerajaannya di daerah Bahal tersebut yang semakin
hari semakin ramai. Ramainya jumlah penduduk di daerah Bahal tersebut
menyebabkan masyarakat membuka lahan baru dan menempatinya. Lahan tersebut
yang akhirnya menjadi desa Portibi.

Masyarakat desa Portibi Julu merupakan suku Batak dengan berbagai macam
marga. Marga yang paling banyak dijumpai pada masyarakat Portibi Julu adalah
Harahap, Lubis, Nasution, Siregar dan Hasibuan. Sampai saat ini penduduk desa
Portibi Julu yang bermukim di desa berjumlah 1374 dengan 291 KK (Kepala

Keluarga), dengan rincian 673 laki-laki dan 701 perempuan.
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3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat desa Portibi Julu beragam. Ada yang tidak tamat
SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP
sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan
jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi maupun pondok pesantren.

Tabel I
Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Portibi Julu

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 | Tidak pernah sekolah 163

2 | Tamat SD 214

3 | Tamat SLTP /MTs 129
4 | Tamat SLTA/MA 108

5 | Lulus D2 35

6 | Lulus Sl 17

7 | Pondok Pesantern 6

Matrik data tingkat pendidikan masyarakat desa Portibi Julu 2010
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Ada pun sarana pendidikan yang memudahkan masyarakat Portibi dalam
mengakses pendidikan, jumlahnya belum terlalu banyak. Sarana pendidikan yang ada

di desa Portibi Julu sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel II
Sarana Pendidikan Desa Portibi Julu
No Jenis gedung Jumlah
1 |TK 1
2 | Ibtidai’yah 3
3 |SD 1

Matrik sarana pendidikan masyarakat desa Portibi Julu 2010
4. Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat desa Portibi Julu, terbilang masih menengah ke
bawah. Masyarakat Portibi Julu mayoritas bermata pencarian sebagai petani yang
sesekali berubah menjadi tukang kebun dengan melihat situasi dan musim. Rata-rata
masyarakat Portibi Julu bertani dan berkebun di desa tetangga yang memerlukan
ongkos untuk menjangkaunya.

Mata pencarian masyarakat selain bertani adalah sebagai pedagang kecil.
Setiap seminggu sekali, yakni hari selasa (Poken Salasa) ada pasar yang dijadikan
masyarakat Portibi Julu tempat berdagang sebagai tambahan usaha. Sebagian kecil

masyarakat sebagai wiraswasta dan bekerja di instansi pemerintah (PNS).
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Rincian perekonomian suatu masyarakat, dapat dilihat dari pekerjaan

penduduknya. Adapun rincian pekerjaan penduduk Portibi Julu adalah sebagai

berikut :
Tabel ITI
Data Pekerjaan Penduduk Desa Portibi Julu
No Pekerjaan Jumlah
1 | Petani 90%
2 | Pedagang 8%
3 | Wiraswasta 1%
4 | PNS 1%

Matrik data pekerjaan penduduk desa Portibi Julu 2010

Kondisi sosial masyarakat desa Portibi Julu bersifat gotong royong
sebagaimana masyarakat desa pada umumnya. Hal ini dilihat dari partisipasi
masyarakat untuk saling bantu-membantu ketika ada hajatan (horja) seperti pesta
perkawinan atau musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat tanpa
mengharap pamrih.

5. Agama Masyarakat

Dalam secjarah keberagamaan desa Portibi Julu, daerah ini dikenal di awal

masa sebagai pusat keagamaan umat Budha. Hal ini dapat diketahui dari sejarah

berdirinya desa Portibi Julu yang merupakan perpanjangan dari daerah Bahal sebagai
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pusat keagamaan umat Budha. Dari daerah Bahal tersebut, lahirlah daerah Portibi
yang terpisah menjadi dua desa yaitu Portibi Julu dan Portibi Jae.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, daerah Portibi merupakan daerah yang
menjadi kekuasaan Raja Rajendra Cola yang merupakan Raja Tamil di India Selatan
sekitar tahun 1025 M. Raja Rajendra Cola menolak untuk membayar pajak yang
cukup tinggi pada kerajaan Sriwijaya hingga akhirnya mengirim ekspedisi militer
untuk menyerang sumber-sumber tambang di kerajaan-kerajaan Batak. Kekuasaan
Raja Rajendra Cola tersebut menjadikan mayoritas masyarakat daerah tersebut
beragama Budha.’

Peninggalan sejarah di atas masih bisa dirasakan saat ini dengan adanya
Candi Bahal I, II dan III di daerah Bahal tersebut. Luas komplek yang digunakan
oleh Raja Rajendra Cola tersebut diperkirakan jauh lebih luas dari komplek candri
Prambanan di Jawa dengan jarak antara Candi Bahal I dan Candi Bahal II mencapai
lebih dari 300 meter. Namun demikian, saat ini tidak lagi ditemukan para penganut
agama Budha yang beribadah di tempat tersebut dikarenakan masyarakat yang telah
menganut agama Islam secara keseluruhan.

Masyarakat desa Portibi Julu juga seluruhnya beragama Islam, dalam
pengamalan beragama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Akan tetapi

pengamalan beragama tersebut masih sering tercampur dengan adat Istiadat dan juga

? Sejarah ini ditulis oleh Julkifli Marbun dalam artikelnya yang berjudul “Kerajaan Portibi:
The Forgotten Kingdom™ dan dibenarkan oleh tetua adat masyarakat Batak di desa Portibi Julu
melalui wawancara, 03 April 2011.
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tradisi leluhur yang dikarenakan kurangnya sarana pendidikan formal maupun

informal.

Berikut adalah data sarana ibadah di Desa Portibi Julu yang menjadi pusat

pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas

sarana ibadah di desa tersebut.

Tabel IV
Data Sarana Ibadah Desa Portibi Julu

No| Saranalbadah Jumlah
1 Mesjid 1
2 Mushalla 3

Matrik sarana ibadah masyarakat desa Portibi Julu 2010

Masyarakat Portibi Julu mempunyai banyak kegiatan dalam membangun

keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya* :

a.

b.

Maramalan (tahlilan dan yasinan) jika ada yang meninggal dunia
Pengajian rutin ibu-ibu, tiap malam jum’at dan siangnya

Pengajian rutin bapak-bapak tiap malam jum’at

Pengajian rutin nauli bulung (remaja putri) tiap hari jum’at

Pengajian hari jum’at seluruh masyarakat desa dengan menghadirkan
guru

Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi, isra’ miraj nabi dan

penyambutan bulan ramadhan.

4 Matrik kegiatan sosial keagamaan masyarakat desa Portibi Julu 2010
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B. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu

Negara Indonesia memiliki keragaman adat yang berbeda satu sama lain.
Demikian juga halnya dengan pengangkatan anak dilaksanakan dengan tata cara
yang tidak seragam. Namun dalam perkembangannya, karena pengaruh zaman
pengangkatan anak yang semula dilaksanakan sesuai dengan adat mereka masing-
masing telah berubah dan mengalami peningkatan ke arah yang lebih maju lagi,
yaitu dengan melalui akte notaris atau pengesahan dari Pengadilan Negeri.’

Berbeda dengan paparan di atas, masyarakat Portibi Julu masih terus
menjunjung tinggi nilai-nilai adat leluhur mereka. Mereka beranggapan bahwa nilai-
nilai adat lebih bersifat kekeluargaan sehingga menjaga kerukunan antar sesama.
Mereka lebih memilih untuk mengedepankan adat istiadat dibandingkan akte notaris
atau pengesahan dari Pengadilan Negeri.5

1. Tata Cara Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu
Tata Cara pengangkatan anak (mangain atau paranakhonm) pada
masyarakat Batak di desa Portibi Julu yaitu berkumpulnya dua belah pihak
keluarga terlebih dahulu, yaitu keluarga yang mengangkat anak (mangain)
dan keluarga yang anaknya akan diangkat (djaim). Dua pihak keluarga

tersebut akan bermusyawarah (marpokaf) tentang niat masing-masing.

* Hamzah, Adopsi Menurut Ketentuan Hukum Adat, Majalah Hukum Nomor 1/Volume 2
September/1997, halaman 36
S Ilham Lubis, Wawancara, 03 April 2011
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Dalam marpokat tersebut hadir juga dalihan na tolu dan tetua adat atau
kampung (natuva-tvani huta).’

Hormat Harahap mengatakan bahwa marpokat tersebut bertujuan
agar kedua belah pihak sama-sama saling menjaga kepercayaan satu dengan
lainnya. Pihak yang mangain haruslah merawat anak angkat (anak nanian)
sebagaimana merawat anak keturunan sendiri. Tidak membeda-bedakan
kedudukan ataupun status walaupun bukan anak kandung. Begitu pula
dengan pihak yang diain anaknya, mereka harus percaya dengan orang tua
anak nanian tersebut.?

Selain itu dalihan na tolu dan juga natua-tuani huta menjadi saksi
akan kesepakatan dua pihak keluarga. Sebagai saksi dalihan na tolu dan
natua-tuani huta bertanggung jawab untuk menasihati dua keluarga yang
bersepakat tersebut jika bermasalah di esok hari. Hal ini menunjukkan bahwa
azas kekeluargaan dalam masyarakat adat Portibi Julu masih sangat kental
dan terlihat.’

Kebiasaan yang banyak terjadi anak nanmian diangkat ketika masih
bayi. Hanya ada beberapa kasus anak nanian diain ketika telah remaja atau

dewasa. Hal ini lebih bersifat psikologis anak itu sendiri.”

’ Hormat Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011

8 Hormat Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011

® tham Lubis, Wawancara, 03 April 2011

' Awaluddin Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
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Selanjutnya, orang tua yang mangain akan mengadakan pesta
syukuran. Pesta tersebut hampir sama dengan acara agigah seorang bayi.
Perbedaannya terletak ketika keluarga yang mangain diharuskan untuk
memotong kerbau bukan kambing.'!

Acara syukuran itu dihadiri oleh dalihan na tolu yang terdiri dari
pihak isteri yang mengangkat (hula-hula), sanak keluarga semarga ayah yang
mengangkat (Dongan tubu), pihak keluarga suami anak perempuan/saudara
perempuan dari ayah yang mengangkat (Boru) dan juga para tetua yang
bermukim di tempat pihak keluarga yang mengangkat (aatua-tuani huta)."?

Pada acara tersebutlah disematkan marga orang tua mangain yang
secara langsung menghapus marga orang tua diain dari nama bayi tersebut.
Tidak ada acara penyerahan bayi dari orang tua yang diain kepada orang tua
yang mengain. Prinsip masyarakat batak di desa portibi mengatakan bahwa
penyematan marga tersebut secara tidak langsung sudah menjadi acara
penyerahan bayi tersebut.'?

Keluarga X' misalnya, setelah menikah selama tiga belas tahun,
tidak juga mempunyai anak angkat sehingga mengangkat anak dari saudara

semarga (/boto) yang memiliki lima anak laki-laki. Anak kelima dari

"' Hormat Harahap, Wawancars, Portibi Julu, 03 April 2011

' Hormat Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011

** Awaluddin Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
" Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi
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saudaranya tersebut diain dengan proses sebagaimana di atas yang didahului
oleh proses mufakat(marpokat).

Setelah kesepakatan bersama dicapai, keluarga X mengadakan acara
pengangkatan anak yang prosesi acaranya sebagaimana proses agigah dalam
Hukum Islam. Keluarga terdekat, dalihan na tolu, tokoh adat, tokoh agama
dan juga tetangga terdekat diundang untuk kemudian menyembelih seekor
kerbau sebagai hidangan untuk para tokoh adat, tokoh agama dan dalihan na

tolu.

. Ketentuan tentang Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu
Menurut ketentuan hukum'’ adat masyarakat Batak, ada beberapa
ketentuan dalam pengangkatan anak yang harus dipenuhi oleh pihak yang

mengain.

1. Anak yang diain haruslah anak laki-laki.
Dalam pandangan masyarakat adat batak yang bersifat
patrilineal, anak laki-laki memiliki kedudukan yang penting
dalam kelanjutan kehidupan. Anak laki-laki tidak hanya sebagai
penerus marga yang menjadi tanda kehidupan anak cucu
keturunan melainkan juga sebagai pemimpin dalam menentukan

setiap kebijakan dalam keluarga.'®

** Burhanuddin Siregar, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
' Burhanuddin Siregar, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
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Ichlasiah Dalimoenthe membahas hal ini dalam tesisnya yang

berjudul “Status Sosial Ekonomi dan Persepsi Terhadap Nilai

Anak Laki-Laki dalam Keluarga Batak-Mandailing di Kotamadya

Medan” dan dibenarkan oleh Burhanuddin Siregar sebagai natua-

tuani huta. Berikut hasil penelitiannya tentang kelebihan nilai

laki-laki dibanding perempuan dalam ketentuan adat Batak:

a.

b.

Keberlangsungan marga yang hanya ditetapkan menurut garis
keturunan laki-laki.

Jika dalam keluarga masyarakat Batak belum memiliki anak
laki-laki bisa terjadi perceraian. Hal ini menyebabkan
kecenderungan pihak keluarga pria untuk menyuruh anaknya
kawin lagi untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Apabila
telah memiliki anak tetapi tidak memiliki anak laki-laki,
maka suami akan terus berusaha agar istri dapat melahirkan
anak laki-laki.

Adat Batak memutuskan bahwa jika seorang suami meninggal
dunia, maka istri tidak dapat kawin lagi begitu saja melainkan
melalui proses perceraian. Orang yang berhak menceraikan
adalah anak laki-laki kandung, anak laki-laki tiri atau cucu
laki-laki. Jika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki,
maka kerabat laki-laki dari suami yang meninggal dunia dapat
bertindak sebagai orang yang menceraikan istri tersebut.
Menurut hukum waris Batak, hanya turunan laki-laki yang
berhak mendapat warisan. Apabila pewaris laki-laki tidak ada,
maka harta benda waris akan diwariskan kepada orang yang
satu marga dan satu keturunan dengan pewaris seperti bapak
dari pewaris, saudara laki-laki, kakek dan seterusnya dari
garis keturunan laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan
warisan.

Persoalan-persoalan perkawinan dan perceraian, kematian,
penyelesaian perselisihan, kelahiran anak dan sebagainya,
tidak berada dalam satu orang tokoh, tetapi merupakan
musyawarah dalam dalihan na tolu yang juga terdiri dari
lelaki/tetua adat.
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f. Kepemimpinan dalam bidang pemerintahan dipegang oleh
turunan tertua dan yang berhak atas kedudukan itu adalah
anak laki-laki tertua atau yang bungsu.

Keutamaan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan di atas

menyebabkan masyarakat Batak memandang bahwa ketiadaan

anak laki-laki dalam keluarga merupakan kehidupan sengsara

yang akan berlanjut di alam baka karena keberadaan anak laki-

laki berhubungan dengan keberlangsungan kekerabatan. !’

Maka, Burhanuddin Siregar menilai bahwa ketentuan untuk
mengangkat anak hanya dibatasi pada anak laki-laki saja adalah
hal yang wajar mengingat anak laki-laki begitu tinggi nilainya di
mata adat masyarakat Batak. Bahkan, selain pengangkatan anak,
adat Batak memberikan opsi untuk menikah lagi atau menikah
dua (bigami)'® bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-

laki."

2. Anak yang diain berasal dari saudara semarga (iboto) atau

saudara dekat.

" J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Tobs, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi
Aksara, 2004), 302

18 Bigami adalah menikah dengan dua perempuan dalam satu waktu. Hal ini sebagaimana
poligami secara umum. Namun, dalam masyarakat adat Batak, jumlahnya hanya dibatasi hingga dua.
Jika dua orang tidak juga melahirkan anak laki-laki, maka akan diceraikan salah satunya untuk
kemudian menikah lagi. Baca J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba,
(Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2004)

*” Burhanuddin Siregar, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
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Selain memuat ketentuan bahwa anak yang diain adalah anak
laki-laki, ketentuan pengangkatan anak (mangain atau
paranakhon) juga memuat ketentuan bahwa anak yang diain
adalah anak yang berasal dari saudara semarga (ibofo) atau
saudara dekat.?

Namun demikian, ketentuan ini lebih bersifat kebiasaan
ketimbang sesuatu yang harus dilakukan.?! Hal ini dikarenakan
jarang ada orang tua yang ingin pisah dengan anaknya tanpa ada
hubungan kekeluargaan yang tersisa. Maka saudara-saudara
semarga (/boto) atau saudara dekat yang akan bersedia membantu

orang tua yang mangain tersebut.?

Dua ketentuan pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak di
atas, menurut Hamzah Hasibuan, tetua adat yang juga pemuka agama di desa
Portibi Julu mempunyai kesamaan dalam beberapa hal dengan apa yang

dilakukan oleh orang Cina yang diatur dalam S. 1917/129 sebagai berikut:
1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki, tidak boleh perempuan.

2. Anak yang diangkat tersebut belum kawin (belum pernah berumah

tangga).

2 Arman Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
2l Arman Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
?2 Ramli Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 10 April 2011
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3. Yang mengangkat anak tersebut boleh laki-laki dan boleh perempuan.

4. Jika mengangkat laki-laki, jarak perbedaan umurnya dengan yang
diangkat 18 tahun dan jika yang mengangkat perempuan jarak perbedaan
umurnya 15 tahun dengan yang diangkat.

Ia menilai bahwa hal ini mungkin saja pengaruh dari nilai-nilai Hindu-

Buddha yang dianut oleh orang Cina dan merupakan asal muasal dari adat

Batak.?

. Alasan Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu
Salah satu ungkapan masyarakat adat Batak mengatakan bahwa
anakkhon hi do hamora di ahu yang menunjukkan bahwa keberadaan seorang
anak begitu berharga dalam keluarga. Namun demikian, dalam kenyataannya

pengangkatan anak tetap berlangsung dengan beberapa alasan sebagaimana

berikut®*:

1. Pengangkatan anak sebagai pemancing untuk memperoleh anak.
Walaupun terkesan hanya mitos, hal ini sering kali terbukti.
Alasan ini menjadikan sering ditemukan anak nanian menjadi anak

pertama dalam keluarga.

2. Pengangkatan anak sebagai pemeliharaan belaka bagi anak yang

memerlukan kasih sayang dari orang tua yang telah tiada. Dalam

2 Hamzah Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 10 April 2010
% Nama-nama narasumber tidak ditampilkan untuk menjaga privasi
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kasus seperti ini, orang tua yang mengain akan memelihara,
mengasuh, mendidik anak tersebut seperti anaknya sendiri tetapi

tidak menjadikannya seperti anak kandung,.

3. Pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai keturunan
schingga anak tersebut dijadikan sebagaimana anak kandung. Hal
ini juga berlaku ketika seorang masyarakat adat Batak tidak‘
mempunyai anak laki-laki kandung sehingga untuk meneruskan

keturunannya diperlukan pengangkatan anak laki-laki.

4. Pengangkatan anak dilakukan karena ketakutan untuk menghadapi
masa tua seorang diri. Meski telah mempunyai anak, namun
karena telah dewasa dan merantau ke berbagai daerah, ada juga
orang tua yang mengangkat anak untuk dijadikan teman di rumah

schingga tidak sunyi.

5. Pengangkatan anak dilakukan untuk menambah tunjangan
pendapatan. Hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil

masyarakat.

4. Kedudukan Anak Angkat dalam Keluarga pada Masyarakat adat Batak di
Desa Portibi Julu

Sebelum menjelaskan tentang kedudukan anak angkat dalam keluarga

pada masyarakat adat Batak di desa Portibi Julu, berikut ini adalah beberapa
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akibat pengangkatan anak yang dipaparkan oleh M. Budiarto dan dibenarkan

oleh narasumber penelitian.?’

a. Hubungan waris yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat
memperoleh hak waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan hak
tersebut dari orang tua angkat.

b. Hubungan perwalian yang menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban
orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

c. Hubungan marga, gelar dan kedudukan adat yang menjelaskan tentang
penetapan marga, gelar dan kedudukan adat anak angkat yang bersumber
dari orang tua angkat dan tidak berasal dari orang tua kandung.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak
angkat (anak nanian) sama seperti anak kandung yaitu dapat mewarisi dan
mempunyai larangan untuk menikah dengan saudara angkatnya sendiri,
walaupun bukan muhrim.

Keluarga X2¢ misalnya, yang mengangkat bayi dari kakak
kandungnya sendiri. Bayi tersebut telah tumbuh dewasa dan mendapatkan
waris dari ayahnya yang telah meninggal dunia. Selain itu, ia juga mewarisi

kedudukan ayahnya sebagai pemuka agama dalam kekerabatan Harahap yang

¥ M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1985), 21

% Inisial dirahasiakan atas permintaan narasumber, menjaga privasi.
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menjadi marga ayah angkatnya. Ia juga yang bertindak sebagai wali ketika

pernikahan adiknya yaitu anak perempuan paling kecil di keluarga X.

Anak Angkat Sebagai Pewaris dalam Masyarakat Adat Batak di Desa Portibi
Julu

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilinial di Indonesia,
ahli waris hanya anak laki-laki. Hal ini disebabkan silsilah keluarga dalam
kekerabatan hanya disandarkan pada marga laki-laki saja, sedangkan perempuan
tidak dapat melanjutkan silsilah keluarga karena beralih ke keluarga suami melalui
perkawinan.

Begitu juga pada masyarakat adat Batak di desa Portibi Julu. Silsilah
keluarga yang ditandai oleh marga hanya turun melalui pihak laki-laki saja yaitu
bapak. Tidak terkecuali bagi anak angkat yang mempunyai marga sebagaimana
marga bapak angkatnya. Ia tidak lagi mewarisi marga dari bapak kandungnya.?’

Anak angkat secara tidak langsung akan menjadi anak laki-laki satu-
satunya dalam keluarga. Maka ia akan menjadi anak laki-laki yang menggantikan
kedudukan orang tuanya dalam mengurusi harta benda yang menjadi lambang
keluarga.

1. Penetapan Anak Angkat Sebagai Pewaris dalam Masyarakat Adat Batak di
Desa Portibi Julu
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum terjadi proses

diain-mengain, dua pihak keluarga yang terkait akan berkumpul bersama

¥ Burhanuddin Siregar, Wawancara, Portibi July, 03 April 2011
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para tetua adat (matva-tvani adaf) dan dalihan na tolu. Maka dalam
perkumpulan itu juga akan dibicarakan bahwa anak yang diain akan
mewarisi harta dari orang tua yang mengain.®

Semenjak itu tidak ada lagi perbedaan antara anak kandung dan anak
angkat. Segala kegiatan dan aktivitas berjalan tanpa perbedaan. Penetapan
waris terhadap anak angkat tidak dilakukan lagi karena telah termasuk ke
dalam pembicaraan ketika musyawarah (marpokat) sebelumnya.”

Seiring dengan kemajuan yang ada dalam pengetahuan masyarakat
Batak di desa Portibi Julu, pembagian waris Adat dilakukan setelah
penjelasan tentang pembagian waris menurut Hukum Islam. Hal itu
dikarenakan, untuk saat ini, para tetua adat kebanyakan juga menjadi para
tokoh agama.3°

Walaupun telah dijelaskan tentang pembagian waris menurut Hukum
Islam, para tokoh adat sekaligus agama tersebut tetap menjelaskan
bagaimana tata cara pembagian adat secara turun menurun sehingga anak
nanian yang tidak mendapatkan waris sedikit pun dalam Hukum Islam akan
mendapatkan waris sebagaimana halnya anak kandung. Hal ini tidak menjadi
konflik karena dilakukan dengan musyawarah (marpokat) kekeluargaan.*!

Keluarga X yang telah mengangkat anak sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, membagikan waris menurut Hukum Islam dengan memberikan

bagian kepada anak angkat sebagaimana bagian anak kandung laki-laki

2 Hormat Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
% Hormat Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011
** Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011
*! Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011
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lazimnya, yaitu dua berbanding satu. Selanjutnya, anak angkat menjadi

tulang punggung keluarga untuk mengepalai keluarga tersebut.

2. Waktu Pembagian Waris bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Batak
di Desa Portibi Julu
Setelah penetapan di atas berlangsung, maka harta benda peninggalan
yang menjadi harta waris tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris
termasuk anak angkat. Pembagian waris biasanya sesuai ketentuan hukum
waris Islam ditambah dengan kewajiban anak laki-laki, yang secara langsung
akan diemban oleh anak angkat, menjadi pengganti kedudukan orang tua
dalam keluarga.
| Di beberapa keluarga di Desa Portibi Julu membagikan waris sebelum
pewaris meninggal dunia. Namun hal ini akan tetap dijelaskan ulang oleh pihak
keluarga dan disaksikan oleh dalthan na tolu dan tetua adat pada saat pewaris
meninggal dunia. Ketentuan tentang penerimaan waris yang telah diatur
sebelum pewaris meninggal dunia akan dicabut jika ada konflik intemal di

dalam keluarga. Namun hal itu jarang terjadi.*?

*2 Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011



BABIV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENETAPAN
WARIS ANAK ANGKAT MASYARAKAT BATAK DI DESA

PORTIBI JULU, SUMATERA UTARA.

A. Tinjavan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dan Dampak Waris

Terhadapnya Pada Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan.! Hal
tersebut agar fungsi khilafah yang memakmurkan bumi dapat terwujudkan. Maka
seorang lelaki yang akan menikah hendaknya memilih seorang perempuan yang
produktif.

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah
untuk meneruskan anak keturunan. Definisi perkawinan sebagai hubungan badan
antara laki-laki dan perempuan memberikan makna bahwa perkawinan tersebut salah

satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan. Sebagaimana yang terjadi pada

! Tiga di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah Al-
Zuhayli dan Ali Ahmad al-Jurjawi. Baca kembali pendapat-pendapat mereka di bab pertama
penelitian ini.

? Hassan Ayyoub, The Muslim Family, terj. Al-Falah Staff Members, (Kairo: Islamic INC, tt),
138

64
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hewan, maka anak keturunan tersebut akan dapat diperoleh melalui hubungan
badan.’

Namun demikian, tidak setiap pernikahan akan mencapai tujuan tersebut.
Beberapa pasangan suami istri tidak dapat merasakan indahnya mempunyai
keturunan sehingga melakukan adopsi sebagai cara yang lazim digunakan.*

Dalam tinjauan hukum Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan kecuali
dengan tujuan pemeliharaan tanpa mengubah status nasab anak.’ Hal tersebut

mengacu pada ayat 4-5 surat al-Ahzab:

U5 5ot Bes Dyt i 1Sl i s 55 g S s o) B gas
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu
saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar). Panggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mercka, Maka (panggillah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

* Abdul Wahab Khalaf, dhkam al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Syari’at al-Islamiyah, (Kuwait:
Dar al-Qolam, 1990), 15

4 Abd. Rahman K, Anak Angkat dalam Adat Alas Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal Sintesa,
Vol. 8. No. 1, Januari 2008, 18

* Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Isfam, 307



66

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.6

Begitu pula dengan ayat 37 yang berbunyi:
b 3l 3 5 S5 gy A el g el e A 2l e 8
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Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat
kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang
kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih
berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zayd telah mengakhiri keperluan
terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya
tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-
anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan
keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.’

Meskipun telah jelas larangan tersebut di dalam al-Qur’an, fenomena
pengangkatan anak (adopsi) dengan menasabkan anak angkat pada bapak
angkatnya atau ibu angkatnya tetap terjadi. Bahkan menjadi salah satu adat
yang dilakukan oleh masyarakat Batak jika tidak mempunyai anak kandung

laki-laki, selain dengan cara menikah dua (bigami).

$ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 666-667
7 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 673-674
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1. Tinjavan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Keluarga

Pada Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua penelitian ini bahwa
kedudukan anak angkat pada masyarakat adat Batak di desa Portibi Julu
berada dalam tiga aspek:

a. Hubungan waris yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat
memperoleh hak waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan
hak tersebut dari orang tua angkat.

b. Hubungan perwalian yang menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban
orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

¢. Hubungan marga, gelar dan kedudukan adat yang menjelaskan tentang
penetapan marga, gelar dan kedudukan adat anak angkat yang
bersumber dari orang tua angkat dan tidak berasal dari orang tua
kandung.

Kedudukan sebagaimana tersebut di atas, secara tidak langsung akan
berdampak hukum pada beberapa perkara kekeluargaan seperti hukum
perkawinan dan hukum waris yang bertentangan jika ditinjau melalui
hukum Islam.

a. Pada Hukum Perkawinan

* Timbulnya larangan pemikahan pada diri seseorang yang pada

dasarnya tidak dilarang untuk dinikahi. Hal ini terjadi ketika
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nasab seorang anak angkat berpindah pada nasab orang tua
angkat. Hal itu akan menyebabkan anak angkat tersebut terhalang
untuk menikahi saudara angkatnya dikarenakan larangan nasab

dalam pernikahan.

Slay £ ol 5 oSy (K2 5 (S8 1ely (S, (K K2 2
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Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu
(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya;
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.®

b. Pada Hukum Waris
* Timbulnya ahli waris yang tidak termasuk dalam golongan zawi/
furud ataupun * ashabah. |
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab dua bahwa Islam tidak

memberikan bagian waris pada anak angkat dikarenakan tidak

% ibid, 120
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memenuhi syarat mewarisi yaitu kekerabatan atau nasab. ° anak
angkat hanya dapat memperoleh wasiat wajibah dari orang tuanya
melalui ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 209 ayat 2
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak angkat
memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya paling
banyak 1/3 bagian.'”
Anak angkat tidak termasuk sama sekali dalam golongan zawil
furud ataupun ‘ashabah. Solusinya hanyalah melalui wasiat
wajibah dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam.

¢ Tertutupnya hak ahli waris dalam mewarisi.
Dalam bab dua penelitian ini dijelaskan bahwa seseorang yang
lebih dekat kekerabatannya akan dapat menutup (yubjib)
kedudukan orang yang lebih jauh kekerabatannya dalam mewarisi.
Hal ini dikenal dengan sebutan Aijab hirman sebagaimana bapak
akan meng- Aijab kedudukan kakek sebagai ahli waris.
Anak angkat bukanlah termasuk pewaris dalam tinjauan hukum
Islam. Namun dalam bab tiga dijelaskan pula bahwa di desa
Portibi Julu anak angkat dapat mewarisi harta waris peninggalan

orang tua angkatnya. Secara langsung dapat pula dipahami bahwa

® Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’ammal Hamidy,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 310
% Pasal 209 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.
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anak angkat akan menghalangi kedudukan ahli waris yang lain
untuk mewarisi.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Sebagai Pewaris dalam
Masyarakat Adat Batak di Desa Portibi Julu

Masyarakat Adat Batak di Desa Portibi Julu meyakini bahwa anak
angkat dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Keyakinan
ini terjadi terkait dengan kedudukan anak angkat pada keluarga yang sama
dengan kedudukan anak kandung, baik dalam kekerabatan (marga) maupun
dalam hal yang bersifat kekeluargaan seperti perkawinan dan kewarisan.

Dalam perkawinan, anak angkat dilarang untuk menikahi saudara
angkatnya meskipun pada dasarnya bukan berasal dari satu nasab. Anak
angkat juga dapat menjadi wali nasab bagi saudara angkatnya ketika
menikah.

Begitu pula dalam hukum waris. Anak angkat dapat mewarisi harta
orang tua angkatnya dan sebaliknya orang tua angkat dapat juga mewarisi
harta peninggalan anak angkatnya. Anak angkat juga bertanggung jawab
atas hutang-hutang orang tuanya jika telah meninggal dunia dan sebaliknya
orang tua angkat juga bertanggung jéwab atas hutang-hutang peninggalan
anak angkat yang telah meninggal dunia.

Adat tersebut berlaku hingga saat ini meskipun para tetua adat telah

berusaha untuk menjelaskan tentang waris dalam Hukum Islam. Hal ini
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terjadi karena para orang tua angkat memegang teguh janji ketika
musyawarah (marpokaf) saat mengangkat anak bahwa anak angkat akan
diperlakukan sebagaimana anak kandung,'!

Syarifuddin Lubis mengatakan bahwa sejarah pemberlakuan adat
mewarisi di atas terpengaruh pada kondisi yang sering terjadi ketika anak
angkat (anak nanian) tidak memperoleh waris. Anak angkat yang tidak
memperoleh waris akan terlantar tanpa keadaan yang jelas. Hal itu akan
menyebabkan kemarahan orang tua kandung anak tersebut schingga
memutuskan tali silaturrahim antara saudara semarga (iboto) atau kerabat
dekat yang merelakan anaknya untuk diangkat.'

Anak angkat sebagai pewaris bertentangan dengan aturan waris dalam
Hukum Islam. Anak angkat tidak memenuhi penyebab pokok kewarisan
yaitu kekerabatan (nasab). Penyebab waris berupa pemikahan bisa terputus
dengan perceraian, namun penyebab pokok seperti kekerabatan tidak akan

pernah putus. ©®

"' Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011
2 Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011
" Muhammad Syahat Jundy, al-Mirats fi al-Syari’at al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 61
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3. Tinjavan Hukum Islam terhadap Bagian Waris Anak Angkat Masyarakat
Adat Batak di Desa Portibi Julu
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab tiga bahwa anak
angkat akan menjadi pengganti kedudukan (sigpudan) orang tua angkatnya
untuk mengurusi harta dan saudara-saudara angkatnya. Hal ini terjadi
karena dalam adat masyarakat Batak, pengangkatan anak hanya terjadi jika
sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Anak angkat haruslah
berjenis kelamin laki-laki dan secara tidak langsung akan menjadi anak laki-
laki satu-satunya dalam keluarga.

Hal yang demikian bertentangan dengan tinjauan Hukum Islam dalam
permasalahan waris yang mengatur bahwa hanya anak kandung yang
memiliki hak waris. Anak angkat tidak memiliki hak waris. Anak angkat
hanya bisa memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya lewat jalur
wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Itu juga
tidak boleh melebihi batas 1/3 harta yang telah ditentukan.

Pemberian harta waris pada anak angkat tidak sebagaimana diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas bertentangan dengan
Hukum Islam dan akan inenyebabkan anak angkat memakan harta yang
bukan hak yang legal baginya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat

al-Baqarah ayat 188:
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Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain

di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui.

Ayat di atas melarang dengan tegas seorang muslim untuk memakan
harta bagian muslim lainnya. Bagjan waris untuk anak angkat akan
menyebabkan anak angkat tersebut melakukan larangan dalam ayat di atas.
Anak angkat yang memperoleh bagian waris akan memakan hak waris dari
kerabat orang tua angkatnya.

Sebaliknya, orang tua angkat akan termasuk golongan muslim yang
memakan harta bagian saudaranya jika menerima waris dari anak angkatnya
yang meninggal dunia. Orang tua angkat akan mengambil bagian dari orang

tua kandung anak tersebut. Hal itu dilarang dalam ayat di atas.

Tinjavan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Bagian Waris Anak Angkat
pada Masyarakat Adat Batak di Desa Portibi Julu

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab tiga penelitian ini, anak yang
telah diangkat (diain) oleh orang tua angkat akan terputus hubungan

kekeluargaannya dengan orang tua kandung. Tiga aspek yang menandakan

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 45
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hal tersebut adalah terputusnya hubungan marga, hubungan perwalian dan
kewarisan yang menjadi faktor utama kekeluargaan. Orang tua tidak berhak
untuk meneruskan marga pada anaknya yang telah diangkat. Begitu juga
dengan perwalian dan kewarisan.

Hal di atas memunculkan pemahaman bahwa anak angkat juga tidak
berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya. Ia hanya
berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini
bertentangan dengan hukum waris Islam yang mengatur tentang hilangnya
hak mewarisi yang terletak pada perbedaan agama, pembunuhan dan
perbudakan.

Tiga penyebab hilangnya hak mewarisi tersebut didasarkan pada tiga

dalil berikut ini:

P ¢

A el &Y J6 oy e J.pg.}\ofuoanlg.b.x; T
(3415 54 #g5) sdeddt K &5y

Artinya:  “Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid R.A bahwa Nabi
Muhammad SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi
orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”

Vst S Y o 6 o e o o D oF A o 2

F

Artinya:  “Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda
pembunuh tidak boleh mewarisi.” (HR: Abu Daud dan
Ibnu Majah)

'* Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sajastamiy, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dir al-Fikr,
1994), 15 _

16 Tirmizi, Abi ‘Isa Muhammad, Jams’al-Shaheh Sunan al-Tirmizi, juz IV, (Beirut: Dar a-
Kutub al-‘Iimiyah, 295 H), 370
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4o

(VO)ou.. g% o Sk Y Gl 13

Artinya : “Seorang hamba sahaya (budak) tidak dapat bertindak
terhadap sesvatu,”"”

Penjelasan Hukum Islam tentang penghalang waris di atas tidak
menggolongkan pengangkatan anak. Artinya, Hukum Islam sama sekali tidak
melarang anak yang diangkat untuk mewarisi harta peninggalan orang tua
kandungnya. Namun masyarakat adat Batak di Desa Portibi Julu berpendapat
bahwa anak angkat hanya berhak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya saja.
Anak angkat tidak lagi mewarisi dari orang tua kandungnya. Hal ini kembali
pada perjanjian antara kedua belah pihak keluarga yang mengangkat ataupun

yang diangkat ketika akan terjadi pengangkatan anak.'®

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertentangan Hukum Islam dan Hukum Adat
Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu
1. Tinjavan Hukum Islam Terhadap Pertentangan Hukum Waris Islam dan
Hukum Waris Adat dalam Permasalahan Anak Angkat
Pembahasan mengenai hukum waris anak angkat di desa Portibi Julu
-di atas memperlihatkan bahwa masyarakat adat Batak di desa tersebut masih
sangat berpegang teguh pada nilai-nilai adat walaupun mereka telah

menganut agama Islam dengan segala ketentuan di dalamnya.

' Departemen Agama, Mushaf al-Qur’an, 275
'® Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011
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Hukum Islam tidak melarang penggunaan hukum adat. Bahkan
Hukum Islam menjadikan adat sebagai sumber Hukum Islam yang sekunder,
dalam arti hukum adat dapat diberlakukan ketika sumber Hukum Islam
primer tidak memberi jawaban terhadap masalah yang muncul.'

Berdasarkan hal tersebut, muncul kaedah hukum a/-‘adah
mufakkamah. Mempergunakan adat kebiasaan sebagai dasar hukum untuk
kemaslahatan masyarakat dan menghindar dari kesempitan berpikir.%°

Abu Ameenah Bilal Philips mengatakan, salah satu hal yang
terpenting untuk dipahami oleh muslim adalah pemahaman Islam dari sudut
pandang kultural dan adat. Hal ini sering menjadi penyebab konflik dalam
agama maupun di luar agama itu sendiri jika tidak dipahami secara
mendalam.?!

Ahmad Kafi menjelaskan bahwa muslim dapat mengerjakan sesuatu
yang dilarang jika ada kebutuhan yang mendesak terhadapnya. Hal itu dapat
diakibatkan oleh budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam wilayah
muslim tersebut.?

Bahkan, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly

memberikan syarat bagi para mujtahid untuk menguasai hal-hal yang menjadi

% Ratno Lukito, Is/amic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia : Pergumulan
Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, ( Jakarta: INIS, 1998), 18

2 Hasbi Ash Shiddieqiy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cet V, 1993), 475

! Abu Ameenah Bilal Philips, The Moral Foundations of Islamic Culture, (Malaysia: AS.
Noordeen, 2006), 2

* Ahmad Kafi, al-Hajah al-Syar’iyyah, (Beirut: Darul Kutub al-Tlmiyah, 2004), 69-72



77

penyebab timbulnya suatu hukum. Pengetahuan akan aspek-aspek yang
mengelilingi suatu hukum adalah pertanda bahwa seorang mujtahid benar-
benar mengetahui faktor-faktor pembangun hukum syara’.>

Di Indonesia sendiri, hukum Islam berdiri bersama dengan hukum
adat dan hukum barat (KUHP dan KUHPer). Tiga sistem hukum tersebut
terlegitimasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bahkan tiga sistem
hukum ini diakui sebagai tiga bahan baku bagi pembentukan Hukum
Nasional berdasarkan Arah Kebijakan Bidang Hukum dalam GBHN 19992

Dengan demikian, mempertentangkan antara Hukum Islam dan
Hukum Adat pada dasarnya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan
perbuatan demikian akan menyebabkan masyarakat adat yang beragama
Islam akan semakin bingung dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Diperlukan pemikiran yang lebih mendalam untuk menyatukan dua sistem
hukum tersebut agar tercipta pergumulan antara hukum adat dan hukum
Islam.”

Suhar AM menjelaskan bahwa realitas al-Qur’an sejak diturunkannya
adalah memberikan respon dan jawaban atas berbagai peristiwa yang terjadi.

Nilai-nilai hukum yang termuat dalam al-Qur’an memperlihatkan adanya

2 Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘ilm al-Usul,
Juz II (Beirut: Dar al-Shadir, 1995), 199-200

% A. Ahsin Tohari, Ketegangan dan Rekonsiliasi Tiga Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal
Harmoni edisi Oktober-Desember 2008, 44-45

¥ Baca tentang pergumulan antara hukum Islam dan Hukum adat di Ratno Lukito,
Pergumulsn Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: Inis, 1998)
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interaksi al-Qur’an dengan berbagai aspek adat Arab yang merupakan bagian
dari kehidupan masyarakat Arab.%

Kusdar, dalam jurnal Madzahib menuliskan tentang bagaimana ulama
Indonesia dahulu berpikir untuk membentuk fikih ke-Indonesiaan sebagai
upaya untuk mempersatukan antara hukum Islam dan nilai-nilai sosial di
Indonesia. Pemikiran seperti ini muncul melihat banyaknya pemahaman
masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam yang masih sangat ke-Arab-
Arab-an.”’

Dari beberapa pemnyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum
Islam sama sekali tidak menafikan keberadaan hukum Adat. Hukum Islam
dapat berjalan beriringan dengan hukum Adat dalam menciptakan
keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Mempertentangkan hukum
Islam dengan hukum Adat akan menciptakan kondisi yang tidak stabil

sehingga mengganggu keteraturan yang telah tercipta pada masyarakat.

% Suhar AM, Reformasi Al-Qur’an terhadap Adat Arab dan Implikasinya dalam Pembentukan
Hukum Islam, Jurnal Innovatio Voc. 5, No. 10, Edisi Juli-Desember 2006, 231
n Kusdar, Dinamika Figh di Indonesia, Jurnal Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember 2007. 23
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2. Istihsan sebagai Solusi Pertentangan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris
Adat dalam Permasalahan Anak Angkat
Pada hakikatnya, harus diakui bahwa penerapan norma-norma hukum
Islam merupakan hak yang menjadi otoritas kekuasaan Allah melalui rasul-Nya.
Akan tetapi, persoalan-persoalan baru senantiasa mengikuti dinamika
kehidupan manusia sehingga dituntut untuk melakukan studi dan penelaahan
lebih dalam.”®
Ibnu Rusyd, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,
mengatakan bahwa perbedaan pendapat mengenai berbagai istinbat hukum
disebabkan oleh perkembangan problematika yang berada di masyarakat.
Problematika yang berkembang tersebut tidak selaras dengan ketentuan-
ketentuan yang tidak berkembang. Ketentuan itu tidak akan pernah diterima
oleh problematika jika tidak dikembangkan. Itulah penyebab munculnya
beberapa metode istinbat.”®
Abdul Halim menyebutkan dua alasan mendasar tentang penyebab
munculnya beberapa metode tersebut dalam konteks Hukum Islam di

Indonesia®:

2 Hasbi Umar, Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik dalam Pembaharuan Hukum
Islam Masa Kini, Innovatio, Vol. 6 No. 12, edisi Juli-Desember 2007

? Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Juz I, (Indonesia: Maktabah Dar
al-Thya al-Kutub al-Arabiyah, tt), 2

30 Abdul Halim, Jjtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga
Islam Indonesia dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Figh Kontemporer, (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Press, 2002), 231
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o Ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam
penerapannya banyak mengadopsi produk ijtihad yang didasarkan pada
kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang sesuai dan baik
bagi umat Islam Timur Tengah belum tentu sesuai dan dianggap baik
bagi umat Islam Indonesia.

e Kompleksitas masalah yang terjadi dewasa ini jauh lebih besar dan
beragam daripada apa yang terjadi pada masa sebelumnya, yang
disebabkan oleh adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Ada banyak pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam merespons
berbagai problematika yang ada, seperti: giyas, istihsan, maslahah al-mursalah,
‘urf] istishab dan sadd al-zari’ah. Penelitian ini akan mencoba menggunakan
pendekatan istilisan sebagai solusi pertentangan antara hukum Islam dan hukum
Adat pada masyarakat Batak di desa Portibi Julu dalam permasalahan anak
angkat.

Istihsan adalah salah satu di antara beberapa sumber mukhtalaf dalam
Hukum Islam. Digunakan sebagai sumber hukum terhadap persoalan-persoalan
yang terkait dengan permasalahan tertentu yang berlawanan dengan hukum
yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dengan cara pengecualian,

rukhsoh, mu’aradhah karena sebagian tuntutan yang berseberangan.’!

*! Ya’qub Abdul Wahhab al-Bahisin, al-Istihsan, (Riyadh: Makbatah Rusyd, 2007), 22
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Imam al-Sarakhsi mendefinisikan ist/hsan adalah meninggalkan giyas
dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang
menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.>?
Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa /stifisan adalah berpindahnya seorang
mujtahid dari tuntutan giyas jali kepada giyas khafi atau dari kaidah yang
bersifat umum kepada hukum pengecualian karena terdapat dalil yang terlintas
dalam pikirannya bahwa perpindahan itu lebih baik.**

Penggunaan istilah ist/hsan sebagaimana di atas, menurut Imam al-
Ghazali, tidak dipertentangkan kecuali hanya /afadz Hal demikian karena
tujuan ijtihad para ulama adalah untuk memunculkan kebaikan dalam tataran
masyarakat. Istihsan akan tetap ada dalam diri seorang ulama meskipun ia
menolak secara lisan.**

Terkait dengan pertentangan antara hukum waris Islam dan hukum
waris adat Batak dalam persoalan waris anak angkat sebagaimana telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam bab ini, istihsan dapat dijadikan
solusi dalam hal tersebut.

1. Dalam perkembangan hukum adat pada masyarakat Batak di desa

Portibi Julu, pemuka adat adalah juga pemuka agama. Tidak

sebagaimana sebelumnya di mana individu yang menjadi pemuka

32 Al-arakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, Usul, (Beirut: Darul Kutub,
1993), 200

%3 Abd. Wahab Khallaf, Usul Figh, (Kuwait: Darul Qalam, 1977), 79
34 Ya’qub Abdul Wahhab al-Bahisin, a/-Jstihsan, (Riyadh: Makbatah Rusyd, 2007), 14-15
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adat tidak menjadi pemuka agama dan sebaliknya. Perkembangan
seperti ini memunculkan usaha untuk menjelaskan terlebih dahulu
proses pembagian waris Islam sebelum pembagian waris melalui
hukum adat. Hal ini dapat menimbulkan saling menerima antara
para ahli waris meskipun pada dasarnya, anak angkat (anak nanian)
tidak memperoleh bagian sedikitpun dalam waris hukum Islam.

2. Peniadaan waris bagi anak angkat di desa Portibi Julu sebagaimana
aturan yang terdapat dalam hukum waris Islam akan cenderung
menimbulkan konflik antara dua belah pihak keluarga kandung
maupun angkat si anak tersebut. Hal tersebut sangat bertentangan
dengan semangat mempelajari ilmu faraidh yang bertujuan untuk
menjelaskan tentang tata cara Islam dalam membagikan harta
warisan untuk menghilangkan konflik di antara para waris.

3. Penggunaan ilmu waris, salah satu tujuannya adalah untuk
menghindari perselisihan antar ahli waris. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa ilmu waris dapat tidak digunakan jika tidak ada
perselisihan dalam pembagian waris tersebut. Sebagaimana hadis
Nabi Muhammad Saw:

Ao il 3 By iy (2 Gl alall )5 Cim g 5,00 I8 i W e 5 Gt 1 285
(a0l 5,) Wi Juall (ya o)l3p3 8

Artinya: Pelajarilah faraid dan ajarkanlah pada lainnya. Aku adalah (manusia)
yang akan diambil (dipanggil ke sisi-Nya) dan ilmu (yang kumiliki)
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akan terambil juga hingga terdapat perbedaan pendapat antara dua
orang dalam faraid namun mereka tidak mendapatkan seseorang
yang memisahkan mereka (kecuali jika kamu mempelajari faraid)
(HR. Bukhori)*®

Walaupun demikian, kesimpulan mengenai layaknya seorang anak
angkat mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, sebagaimana terjadi
di desa Portibi Julu di atas, memunculkan permasalahan mengenai hukum harta
waris yang akan digunakan anak tersebut di kemudian hari. Hal ini
sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Baqgarah ayat
188 yang telah dijelaskan di atas.

Ahmad Kafi, dalam kitab a/-Hajah al-Syar’iyah, menanggapi
permasalahan tersebut dengan menuliskan bahwa diperbolehkan untuk
menggunakan harta milik orang lain atau harta yang bukan hak milik pribadi
ketika hal tersebut dibutuhkan meskipun tanpa izin pemilik harta.>®

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika penggunaan
harta milik orang lain atau yang bukan milik pribadi akan menjadikan situasi
dan kondisi menjadi lebih baik, maka penggunaan tersebut diperbolehkan dan
diizinkan.

Maka, dengan melihat tiga alasan yang menjadi dasar penetapan anak

angkat sebagai ahli waris di atas serta membandingkannya dengan akibat-

** Ibnu Hajar Asqalani, Fathu al-Bari Jilid 12, (tk, Maktabah al-Salafiyah, tt), 5
*® Ahmad Kafi, al-Hajah al-Syar’iyyah, (Beirut: Darul Kutub al-Iimiyah, 2004),
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akibat yang terjadi jika anak tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris,

proses mewarisi tersebut diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan keterangan mengenai tinjaun Hukum Islam
terhadap proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di desa Portibi
Julu di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses penetapan waris bagi anak angkat pada masyarakat Batak di desa
Portibi Julu berlangsung ketika pengangkatan anak (mangain) berlangsung.
Tidak ada momen tertentu untuk menetapkan waris bagi anak angkat ketika
orang tua angkat meninggal dunia. Anak angkat akan mendapatkan waris
sebagaimana anak kandung, baik dalam persoalan jumlah maupun waktu
pembagian. Anak angkat juga tidak lagi mendapatkan warisan dari orang tua
kandungnya karena telah dialihkan kepada orang tua angkat. Anak angkat
juga menutup (4ijab) ahli waris lainnya dalam mewarisi.
2. Proses penetapan waris bagi anak angkat pada masyarakat Batak di desa
Portibi Julu bertentangan dengan proses penctapan waris dalam Hukum
Islam. Pertentangan tersebut bertemu pada titik istihsan dengan melihat sisi
buruk ketiadaan waris bagi anak angkat.
B. Saran
1. Tujuan utama pembagian warisar adalah sebagai pengingat akan seseorang

yang telah meninggal dunia. Maka tidak dibenarkan jika pembagian waris

85
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dijadikan sebagai penyebab konflik kekeluargaan. Ilmu faraid sebagai ilmu
yang membahas tentang pembagian warisan bertujuan untuk meredam
konflik tersebut. Maka tidak menjadi persoalan jika pembagian dilakukan
dengan dasar saling ridho antara para ahli waris.

Hukum adat dan Hukum Islam bisa berjalan bersama tanpa ada
pertentangan. Hukum adat memberikan pengaruh besar dalam Hukum Islam
sejak munculnya Hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam juga tidak dapat
terlepas dari apa yang ada dalam tradisi dan adat Istiadat yang berlaku pada
masyarakat. Interaksi antara hukum adat dan Hukum Islam akan
menimbulkan masyarakat yang tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur
tanpa harus mengesampingkan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum

Islam.
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